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DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 




Pemberdayaan khatib secara konseptual dapat diartikan pem-
berian kekuatan/daya kepada para khatib agar mampu 
meningkatkan kompetensinya sehingga mampu berperan dalam 
pembangunan daerah. Posisi khatib yang sangat penting dan 
strategis di mata masyarakat, seyogyanya dapat di manfaatkan 
oleh pemerintah daerah sebagai mitra dalam mensukseskan 
pembangunan di daerah, sayangnya kondisi tersebut tidak 
dimanfaatkan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengungkap kebenaran ilmiah dan menjelaskan 
pemberdayaankhatib dalam upaya peningkatan perannya dalam 
pembangunan, kemudian untuk mengetahui peran pemerintah 
daerah dalam rangka pemberdayaan khatib serta menyusun 
strategi yang tepat dalam rangka pemberdayaan khatib dalam 
pembangunan daerah di Propinsi Lampung. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
studi kasus dengan tujuan untuk pendalaman kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa khatib memiliki peran yang 
sangat penting dan strategis dalam pembangunan daerah. 
Pemberdayaan khatib dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, 
insentif, pembentukan kelembagaan, pemenuhan sarana 
prasarana, dan pengkaderankhatib. Kesimpulan dalam penelitian 
ini adalah khatib memiliki peran dan posisi yang sangat penting 
dan strategis dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan khatib 
di Propinsi Lampungmasih belum  optimal dilakukan termasuk 
juga peran dari pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. 
Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar pemerintah daerah 
memberdayakan para khatib dalam menyampaikan pesan-pesan 
pembangunan, mengingat potensi khatib yangkeberadaan serta 






THE EMPOWERMENT OF KHATIB IN REGIONAL 




The empowerment of preachers (khatib) is defined conceptually 
as the acts of giving the power or the authority to the preachers to 
increase their competence so they can participate in the regional 
development. The position of preachers seems so strategic for the 
regional society's outlook. According to this consideration, the 
local government supposes to utilize its roles as a partner to 
support the success of regional development. Unfortunately, this 
condition has not been utilized optimally by the government.The 
purposes of this research are to reveal the scientific truth and 
explain the empowerment of the preachers in the effort of 
increasing their roles in regional development so they will be 
recognized in regional development. Moreover, this research is 
not only aimed to find out the roles of local government in the 
attempt of the empowerment of the preachers but also aimed to 
develop the appropriate strategies to empower the preachers of 
regional development in Lampung Province.This research was 
qualitative research with a case study approach to investigate a 
case deeply. The results showed that the preachers have a 
strategic role in regional development. The Empowerment of the 
preachers can be done by some activities such as preacher 
training, incentives giving, the establishment of an institution as 
the medium for fulfilling the infrastructure, cadre program, and 
career development for the preachers.In conclusion, this study 
found that the preacher has an important role and strategic 
position of regional development. Unfortunately, the 
empowerment of the preacher in Lampung Province has not been 
utilized optimally by the local government. Moreover, their 
participation in empowering the preacher role also needs to be 
improved. This research recommends the local governments so 
they can empower the preachers in conveying the messages of 
development. Considering, their potential whose existences and 





 متكني اخلطيبفي التنمية اإلقليمية يف احملافظة المبونج
 دراسات حالة يف مرتو وشرق المبونج
 
 خمتصر
كني الدعاة من الناحية املفاهيمية على أنه مينح القوة / مكن تفسري مت
القوة للخطباء ليتمكنوا من زايدة كفاءاهتم حىت يتمكنوا من لعب دور 
مكانة اخلطيب مهمة جدا واسرتاتيجية يف نظر يف التنمية اإلقليمية.
اجملتمع ،جيب أن تستخدم من قبل احلكومات احمللية كشركاء يف جناح 
نطقة ،لسوء احلظ مل يتم استخدام هذه احلالة بشكل التنمية يف امل
صحيح.الغرض من هذا البحث هو كشف احلقيقة العلمية وشرح 
متكني اخلطيب سعيًا منه لزايدة دوره يف التنمية ،مث ملعرفة دور 
احلكومات احمللية يف سياق متكني الدعاة ووضع اسرتاتيجيات مناسبة 
قليمية فياحملافظةالمبونج.هذا النو  يف سياق متكني الدعاة يف التنمية اإل
من البحث هو حبث نوعي يستخدم هنج دراسة احلالة هبدف تعميق 
احلالة.وأظهرت النتائج أن للخطيب دورًا هاًما واسرتاتيجًيا يف التنمية 
اإلقليمية. ميكن متكني الدعاة من خالل األنشطة التدريبية واحلوافز 
لتحتية وكادر الدعاة.االستنتاج يف ،وإنشاء املؤسسات وحتقيق البنية ا
هذه الدراسة هو أن للخطباء دورًا هاًما واسرتاتيجًيا وموقًعا يف التنمية 




دور احلكومات احمللية اليت ال تزال حباجة إىل التحسني.التوصية يف هذه 
كومات احمللية متكن الدعاة من نقل رسائل التنمية الدراسة هي أن احل
،النظر يف إمكاانت الدعاة الذين حيتل وجودهم ودورهم مكانة 



















Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika 
pembangunan nasional dan daerah semakin memposisikan ilmu 
dakwah menjadi kebutuhan pengembangan masyarakat yang 
diakui sebagai bagian integral dari dakwah pembangunan yang 
bernilai guna bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, ilmu 
dakwah dan pengembangan masyarakat Islam secara 
implementatif masing-masing tidak dibenarkan menyalahi atau 
bahkan bertentangan dengan sistem pembangunan nasional 
maupun di daerah. Meski demikian disadari hak memperoleh 
kebenaran ajaran Islam bagi setiap warga negara yang menganut 
agama Islam, termasuk hak asasi yang didasarkan pada 
undang-undang dasar dan diatur dalam berbagai ketentuan yang 
sesuai dengan norma, nilai-nilaindanbudayaemasyarakat yang 
dinamis.  
Konteks kehidupan masyarakat berbangsa danibernegara 
yang sedang dilanda berbagai krisis (etika, moral, politik, dan 
spiritual); dan jika dikaji dari aspek kedudukan dan fungsi 
agama Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila, dan sebagai 
masyarakat religius, ternyata jelas kedudukannya sangat urgen 
dan strategis dalam upaya membangun peradaban bangsa, etika 
dan moral pembangunan yang seharusnya diterapkan secara 
benar, konsisten, profesional dan berkelanjutan.  
Masyarakat Islam peradabannya berdasarkan nilai-nilai 
Islami, demokratis (menjunjung tinggi prinsipemusyawarah), 
menegakkan keadilan, menjalankanmamar ma’ruf dan 
nahinmungkar, sertanberorientasi kepada kebajikan. Islam 
sebagai agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin (rahmat 
bagi seluruh alam) yang didasarkan pada doktrin kesatuan umat 
manusia (unity of human kind). Oleh karena itu, Pengembangan 
Masyarakat Islam sebagai ilmu sebenarnya diakui sebagai model 
empiris dalam bentuk pemberdayaan masyarakat Islam, yang di 
titik tekankan kepada model pemecahan masalah ummah dalam 
upaya membangkitkan potensi dasar umat dalam kehidupan 




ajaran Islam. Dan Islam sebagai agama dakwah, eksistensinya 
tidak bisa dilepaskan dari aktivitas dakwah sebagai fakta sosial 
yang dinamis, dimana di dalamnya ada banyak khatib yang 
berperan sebagai aktor atau pelaku dakwah. Oleh karenanya 
aktivitas dakwah secara faktual telah menjadi kewajiban bagi 
pemeluk agama Islam. Islam menuntut bagi pemeluknya untuk 
selalu menyampaikan materi atau pesan Allah SWT, Tuhan seru 
sekalian alam kepada umat manusia. Berarti kegiatan dakwah, 
khutbah atau pengajian yang disampaikan dengan bahasa yang 
lemah lembut dapat diarahkan untuk menyampaikan ajaran 
Islam secara benar berdasar pesan-pesan Al-Qur’an dan Hadist 
yang dapat menjadi suatu kebudayaan bagi yang memahami dan 
menjalankan ajaran Islam secara benar, konsisten dan dinamis.  
Sebenarnya pesan yang disampaikan kepada umat 
manusia itu mengharapkan sekali adanya perubahan bagi 
penerima pesan (mad’u), supaya harapan tersebut bisa tercapai, 
maka berbagai metode digunakan dalam aktivitas dakwah, mulai 
dari ceramah, pidato, dan khutbah, kemudian media yang 
digunakan pun sangat banyak mulai dari radio, televisi, koran, 
majalah, buletin, buku, dan lain sebagainya. Upaya-upaya 
tersebut tidak lain adalah guna meraih tujuanedakwah yakni 
terbentuknya kehidupanmumat yang harmonis berdasar ajaran 
dan norma-norma Islam, sehingga manusia tersebut 
mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan 
akhirat nanti. Jika ditelusuri secara mendalam, ternyata upaya 
yang demikian itu telah diupayakan bersamaan dengan 
Islamisasi yang dilakukan para da’i, ulama, dan mubaligh di 
nusantara.     
Perspektif historis memperjelas, aktivitas dakwah 
dimulai semenjak abad ke-16 (enam belas) dimana saat agama 
Islam masuk dan berkembang, sementara warga masyarakat 
telah memeluk agama Hindu dan Budha.
1
 Surat An-Nahlu, Juz. 
14, ayat: 125. terjemahnya: “Serulah (manusia) kepada jalan 
Tuhanmu dengan hikmah dannpelajaran. Tentunsaja pada waktu 
tersebut, kebudayaan yang berlakunpada masyarakat 
dipengaruhi oleheagama Budha dan Hindu, contohnya pola pikir, 
tradisi, karakter, struktur sosial, dan perilaku masyarakat. 
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Interaksi dan akulturasi agama dan budaya terjadi di berbagai 
daerah, sehingga dakwah menjadi aktivitas yang terjadi secara 
dinamis. 
Sebenarnya, jika memperhatikan kondisi masyarakat 
pada masa lalu, aktivitas dakwah lebih banyak dilakukan dengan 
pendekatan sufistik. Pendekatanesufistik merupakanependekatan 
dakwaheyang berorientasiepada kehidupanespritualitas manusia. 
Dakwah yang diberikan tentuntidak langsung kepada 
masyarakat, tetapi melalui pernikahan dan perdagangan di jalur 
pantainsumatera.
2
Memang historis memperjelas bahwa 
perdagangan pernah dibentuk sebagai mediantransformasi 
ideologi serta kebudayaanuIslam terhadap masyarakat. Artinya, 
kepercayaan selain Islamn(Budha,Hindu, Kristiani) yangedianut 
olehesekelompok warga masyarakatedapat tergantikan dengan 
keyakinan barueatau agamaeIslam denganedamai, tanpa paksaan 
serta mudahediterima olehemasyarakat.  
Fenomena dakwah kekinian, jika dibanding dengan 
beragam aktivitas di berbagai tempat majelis ilmu, kebanyakan 
hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan melepas kepenatan 
karena banyaknya kerja rumah tangga dan mencari nafkah. 
Bahkan, banyak kegiatan semacam itu yang berjalan paralel 
dengan mereka yang mengklaim dirinya sebagai penerus Rosul 
yang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dakwah hanya 
sebagai proyek-proyek popularitas dan proyek kekayaan. Sangat 
aneh terdengar ketika da’i menentukan tarif untuk bertabligh, 
da’i eksis sebagai selebritis, dan da’i kondang sebagai penghibur 
umat. Karena itulah perlu interpretasi lebih dan lebih 
interpretatif mengenai makna dakwah. Dakwah bukan hanya 
milik mereka yang berstatus ahli di bidang ilmu dakwah, 
sehingga yang lain dianggap “bercanda” jika menggunakan 
perspektif lain dalam menganalisis realitas dakwah. Pada bagian 
berikut, dinyatakankhutbah atau pengajian yang disampaikan 
dengan bahasa yang lemah lembut, sangat baik untuk 
menjinakkan hati yang liar dan lebih banyak memberikan 
ketenteraman dari pada khutbah dan pengajian yang isinya 
ancaman dan kutukan-kutukan yang mengerikan. Jika pada 
tempat dan waktunya, tidaklah ada jeleknya memberikan 
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pengajaran dan pengajian yang berisikan peringatan yang keras 
atau tentang hukuman-hukuman dan azab-azab yang 
diancamkan Tuhan kepada mereka yang sengaja berbuat dosa 
(tarhiib). 
Dakwah sangat universal prinsipnya sebagai wujud dari 
ajaran yang tersirat dan tersurat yang dikandungnya. Oleh 
karena itu dakwah sangat terbuka dan sangat legowountuk dikaji 
dengan berbagai bidang ilmu-ilmu sosial apapun, termasuk 
melalui analisis dari perspektif sosiologi dakwah, komunikasi 
pembangunan dan pembangunan daerah. Dan selain itu, ada 
juga dari kajian sosiologi agama, yaitu kajian sosiologis tentang 
dinamika masyarakat beragama, maka sosiologi dakwah 
menawarkan studi dan analisis tentang berbagai proses dan 
dinamika aktivitas dakwah pada masyarakat muslim. Studi yang 
dilakukan pada kajian sosiologi dakwah dapat menerapkan 
beberapa pendekatan analisis teoritis dan konsep yang dapat 
dilakukan berkaitan dengan beberapa fenomena yang muncul 
dalam aktivitas dakwah dan beberapa konsep teoritis dan konsep 
interkoneksi lintas disiplin ilmu yang dapat digunakan dalam 
“berdakwah”.     
Telaah teori dan konsep pengembangan masyarakat 
Islamdapat diawali dari memahami arti kata secara etimologis. 
Menurut pakar ilmu dakwah, pengembangan di definisikan 
dengan suatunproses, teknik atau perbuatan, peningkatan dan 
dapatnberarti membimbing dan meningkatkan kualitas.
3
 
Sementara, masyarakatnIslam diartikan ’kumpulan manusia 
yang beragama Islam”.
4
 Sebenarnya pengunaan istilah 
masyarakatnIslam tidak terlepasedari pemahaman tentang 
masyarakat sendiri. Masyarakat dalam bahasa Arab dikenal 
dengan Al Mujtama’
5
sedangkan dalam bahasa Inggris dimaknai 
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 Masyarakatnatau societynialah amrelatively 
independentmor self sufficient population characterized by 
internal organization, territoriality, culture, distinctiveness and 
sexual recruitment.
7
 Seorang pakar menjelaskan,nmasyarakat 
ialah golongannbesar ataunkecil terdirindari beberapanmanusia, 
yang secara sendirinyanbertalian melalui golonganndan saling 
mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat Islam ialah 
kelompok manusia yang memiliki kebiasaan, tradisi,esikap dan 
perasaan, persatuan yang diikat oleh kesamaan agama yakni 
agama Islam“.
8
Berdasarkan beberapa pengertian itu dapat 
dipahami, masyarakat Islam terkandung makna komunitas, 
sistem organisasi, peradaban dan silaturahmi. Sedangkan 
”pengembangan masyarakat Islam ialah sistem tindakannnyata 
yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah 




Sebenarnya pemahaman yang benar tentang ajaran Islam 
itu perlu dijadikan landasan kerja dan operasional bagi 
pemberdayaan khatibdalam  pembangunan daerah agar dapat 
lebih berfungsi lagi di bidang pengembangan masyarakat.Dan 
pemberdayaan kelembagaan harus diposisikan sebagai proses, 
metode, program dan tindakan, yang diutamakan bagi orang-
orang miskin, faqir, dan dhu’afa. Perbaikan dan peningkatan 
kesejahteraan keluarga miskin merupakan program yang secara: 
“... operasional dapat dirancang dengan menerapkan 
lima pendekatan: (1) peningkatan kualitas ketenagaan 
yang berperan di kelembagaan dalam masyarakat lokal. 
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(2) Menerapkan perencanaan sosial, yang diarahkan 
pada teknik pemecahan masalah-masalah sosial. (3) 
Pelaksanaan aksi sosial dalam bentuk pelatihan 
manajemen pembangunan sosial yang difokuskan pada 
kebutuhan kelompok sasaran. (4) Pelayanan bantuan 
tenaga ahli. (5) Evaluasi yang dilakukan secara objektif 





Dinamika masyarakat terjadi secara berkelanjutan, oleh 
karena itu alternatif yang tepat dalam upaya pemberdayaan 
khatib dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya di 
Provinsi Lampung, tentunyadapat berguna bagi peningkatan 
pembinaan kerukunan umat beragama, maka dapat dilakukan 
melalui pemberdayaan kelembagaan agama maupun individual 
yang fungsional untuk menampung prakarsa dan peran serta 
masyarakat dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya 
bersama pada setiap komunitas sosial dan keagamaan.  
Indikator kelembagaan agama yang bersifat swadaya ini 
sekurangnya mempertimbangkan lima hal, yaitu: (1) memiliki 
kemampuan untuk melintaskan ajaran dalam realita 
kemasyarakatan yang kongkret dalam konteks budaya setempat; 
(2) konsolidatif, menampung seluas-luasnya anggota dari 
golongan masyarakat dalam suatu komunitas (kelembagaan 
merupakan jembatan dalam hubungan antara sub kultur; (3) 
fungsional, memiliki kemampuan untuk mengatasi 
masalahkebutuhan dan kepentingan kongkrit anggota 
masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan 
alternatif (prasekolah, luar sekolah dan pendidikan orang 
dewasa), teknologi dan kesehatan masyarakat; (4) swadaya 
murni, mengandalkan kepada kebangkitan potensi sendiri dalam 
memahami kebutuhan bersama; (5) layak manajemen, didukung 
oleh suatu organisasi dan manajemen profesional serta mampu 
memenuhi kebutuhan operasional secara cukup dan terus 
menerus.   
Sejalan dengan hal itu, keberadaan khatib sudah diakui 
dalam masyarakat global, bahkan diantaranya ada diantara 
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mereka yang memiliki kedudukan dan peran penting di berbagai 
bidang kehidupan sosial, keagamaan, politik, ekonomi dan 
pemerintahan. Selama ini, khatib tidak hanya diakui sebagai 
pemimpin upacara peribadatan secara ritual dalam shalat Jum'at 
saja, melainkan juga menjadi penggerak masyarakat dan 
sekaligus inovator pembangunan daerah, seperti menjadi 
pengurus majelis taklim, takmir masjid, pengurus koperasi, 
pengurus kelompok sosial dan kelembagaan agama, bahkan ada 
juga yang menjadi aparatur pemerintahan mulai dari tingkat 
nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa, bahkan 
ada juga diantara mereka yang menjadi aktivis sosial, akademisi, 
peneliti, politisi, pedagang, peternak, petani, dan nelayan.  
Sesuai dengan tugasnya, selain menyampaikan khutbah, 
secara otomatis khatib sebagai pembawa misi agama, yakni 
dinul Islam. Dengan kemampuan retroika yang dimilikinya, 
khatib menyampaikan petuah-petuah yang sesuai dengan ajaran 
agama. Sehingga ajaran agama dapat dipahami dan 
direalisasikan oleh pendengar di dalam kehidupan. Setiap khatib 
pasti seorang da’i, tetapi tidak semua da’i bisa menjadikhatib. 
QS. Ali Imraan (3):104 
ْنُكْم اُمٌَّة يَّْدُعْوَن اََِّل اْلَْْْيِّ  ْلَمْعُرْوفِّ َوْلَتُكْن م ِّ َوََيُْمُرْوَن ِبِّ
َك ُهُم اْلُمْفلُِّحْوَن  ىِٕ
ٰۤ
َهْوَن َعنِّ اْلُمْنَكرِّ ۗ َواُول   ١٠٤ -َويَ ن ْ
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, 
dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung”. 
Khatib adalah sosok yang menjadi panutan. Ia adalah 
pendakwah, pemberi peringatan dan wasiat kebenaran. Ia 
mengajak Jema’ah untuk senantiasa berbuat mulia dan 
meninggalkan segala perbuatan yang munkar. Karena itu apa 
yang ia ucapkan harus sesuai dengan perbuatannya. Segala 
perkataan hendaknya tercermin dalam praktik kehidupannya. 
Apa yang dilakukan harus menjadi teladan dan uswah hasanah 




Seorang khatib harus bisa memberi nasehat, peringatan 
serta ajaran tentang agama Islam. Biasanya orang muslim 
menyebutnya dengan dakwah. Siapapun berhak menjadi khatib. 
Dan selain itu setiap muslim harusnya siap menjadi khatib kapan 
saja, sehingga ketika ada seorang khatib yang berhalangan hadir 
karena sesuatu hal, maka siapapun muslim itu bisa 
menggantikannya tanpa harus menunggu dan mencari siapa 
penggantinya. Maka seorang khatib wajib memiliki adab yang 
baik, diantaranya berpakaian yang rapih dan sopan, akhlakul 
karimah (berkepribadian luhur), bertutur kata santun, jujur dan 
uswatun hasanah. 
QS. Fussilat:33  
َل َصاِلِّاا وََّقاَل  َوَمْن َاْحَسُن قَ ْوًلا ِمِّ َّْن َدَعآ اََِّل اّلل  ِّ َوَعمِّ
َن اْلُمْسلِّمِّْْيَ  ْ مِّ نَِّنِّ
 ٣٣ -اِّ
“Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 
yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan 
berkata, “Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang 
berserah diri)”. 
Mencermati dan membandingkan perankhatib sebagai 
aktor dalam perubahan sosial keagamaan dan sekaligus 
penggerak serta inovator pembangunan yang beragam itu, 
sebenarnya bagi khatibdengan khutbah Jum'at merupakan suatu 
kegiatan rutin, yang dilakukan setiap satu minggu sekali, yakni 
pada ibadah shalat Jum'at. Sedangkan peran-peran yang lain 
tersebut frekuensi maupun keteraturannya tidak dapat 
ditentukan, sangat tergantung pekerjaan, tugas dan keperluan 
mereka masing-masing dalam masyarakat; tetapi banyak 
diantaranya yang diakui juga sebagai inovator dalam kelompok 
dan lingkungannya masing-masing. Oleh karena itu, ketika 
diantara mereka ada yang bertindak selaku khatibJum'at, di 
samping perannya sebagai pemimpin ibadah yang rutin, 
seharusnya dapat juga diberdayakan sebagai media da’wah dan 
ibadah lainnya, dan bagi usaha-usaha perbaikan nasib umat 
Islam, warga masyarakat dan pembangunan di berbagai daerah 




Namun dalam kondisi tertentu, dikarenakan umat Islam 
pada umumnya kurang mendapat pendidikan dan terbelakang 
ekonominya, maka aktivitas khatib sebagai inovator 
pembangunan membutuhkan penjelasan tentang berwirausaha, 
cara dan upaya untuk meningkatkanmatau mengembangkan 
kemampuan-kemampuan yang ada guna percepatan 
pembangunan masyarakatnyang berbasis etika dan moral, 
sehingga dapat dicapai suatu taraf kehidupan yang memadai 
untuk menuju masyarakat madani. Aktivitas rutin khutbah yang 
di sampaikan kepada umat itu seharusnya dapat memberikan 
nilai guna dan manfaat secara teratur dan bertahap bagi 
pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah di masa 
depan.  
Pemberdayaan secara umum dapat diartikan sebagai 
upaya-upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau 
mempunyai tenaga/kekuatan. Jadi pemberdayaan khatib secara 
konseptual dapat diartikan sebagai pemberian kekuatan/daya 
kepada para khatib agar meningkat kompetensi keilmuannya, 
keterampilan dakwahnya dan wawasan pembangunan. Konsep 
tersebut mengambil dari teori pemberdayaan da’i: 
”Pemberdayaan da’i yaitu sekumpulanntindakan 
yangndikembangkan oleh para da’inbersama kelompok 
masyarakat agar mereka dapat mengatasi masalah 
sosialnya ataumsemua bentuk intervensimsosial yang 





Sebagai gerakannsosial keagamaan, pemberdayaan 
khatib dapat diarahkan untuk peningkatan kompetensi keilmuan, 
keterampilan dakwah dan wawasan pembangunan daerah 
melalui pelatihan dan pendampingan, serta berbagai penyediaan 
sarana prasarana, mobilitas dan proses yang langsung 
berhubungan dengan pemecahan masalah dan  pencegahan 
persoalan sosial keagamaan, pengembangan sumberdaya 
manusia dan perbaikan mutu kehidupan, yang sasarannya 
mencakup perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas sosial 
keagamaan, dan usaha-usaha untuk memperkuat atau 
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meningkatkan fungsi suatu lembaga sosial dan keagamaan. 
Kesemuanya itu, dalam kerangka memposisikan agama sebagai 
sumber etik, moral dan spiritual diberbagai bidang 
pembangunan, khususnya di era otonomi daerah.  
Implementasi kebijakan otonomi daerah telah 
menimbulkan paradigma baru bagi manajemen pembangunan 
daerah. Birokrasi sebagai mesin pemerintah daerah dalam 
melaksanakan fungsi pemerintahan daerah (pelayanan, 
pembangunan dan pemberdayaan) masih mempunyai kendala. 
Secara implisit dan ternyata terbukti dewasa ini adalah bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah telah menyimpang dari gagasan 
awalnya yakni peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
melainkan telah terjadi peningkatan kewenangan dan kesempatan 
korupsi elite daerah.Menurut Nurman, pembangunan daerah  
adalah: 
”Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana 
pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat 
mengelola berbagai sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan 
suatu lapangan kerja baru dan merangsang 
pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut 





Konsep ’Pembangunan’ dirumuskan transformasi 
ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses 
perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai 
aspek kehidupan masyarakat.  Tujuan pembangunan 
berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang 
disepakati tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari Millennium 
Development Goals (MDGs). Dalam konteks agenda 
pembangunaneglobal, tujuanepembangunan berkelanjutaneatau 
SustainableeDevelopment Goalse(SDGs), menjadi sebuah babak 
baru atau paradigma baru dalam pembangunan global, dan 
kesepakatan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh negara 
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Di era desentralisai, daerahediberi kewenanganeyang 
seluas-luasnya disertai dengan pemberianihak danekewajiban 
melaksanakan otonomiidaerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan 
desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan antara pemeritah 
pusat dan pemerintah daerah yang otonom. Urusan wajib untuk 
pemerintahan kabupaten/kota antara lain: bidang perencanaan dan 
pengendalian pembangunan, bidang perencanaan pemanfaatan 
dan pengawasan tata ruang, bidang penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat, bidang penyediaan sarana 
dan prasarana umum,  penanganan bidang kesehatan, 
penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, 
pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan 
koperasi dan UKM, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan 
pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, 
pelayanan administrasi pemerintahan umum, pelayanan 
administrasi penananman modal, penyelenggaraan pelayanan 
dasar lainnya, serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan 
dalam Undang-UndangmNomor 23mTahun 2014mtentang 
PemerintahannDaerah. 
Masalah kemiskinan merupakanemasalah yang komplek 
danebersifat multidimensi yang tidak dapat ditangani secara 
instan tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Masalah kemiskinan 
bukan masalah kesejahteraan saja, tetapi juga kerentanan dan 
ketidakberdayaan.
14
Oleh karena itu upaya penanggulangan 
kemiskinan dilakukan dengan melibatkan setiap unsur 
pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta maupun 
masyarakat sipil. Dalam agenda pembangunan global 
kemiskinan masih menjadi isu strategis yang menjadi fokus 
perhatian dunia termasuk di Indonesia yang lebih spesifik lagi 
yaitu di Propinsi Lampung.Angka kemiskinan di Propinsi 
Lampung masih cukup tinggi, melebihi angka nasional dalam 
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sasaran RPJM 2015-2019, oleh karenanya kemiskinan 
merupakan masalah yang komplek dan bersifat multidimensi 
yang tidak dapat ditangani secara instan tanpa kerjasama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu upaya penanggulangan 
kemiskinan dilakukan dengan melibatkan setiap unsur 
pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta maupun 
masyarakat sipil.  
Peran khatib yang memiliki kedudukan penting di 
berbagai bidang kehidupan sosial, keagamaan, politik, ekonomi 
dan pemerintahan sangat potensial untuk 
diberdayakan.Berdasarkan data yang kami peroleh dari survey 
pendahuluan, bahwasanya tingkat kemiskinan di Propinsi 
Lampung pada Tahun 2019 masih cukup besar yaitu 12,62 % 
diatas angka Nasional RPJM 2015-2019 (sebesar 7-8%) dan 
hanya 4 (empat) kabupaten/kota di Propinsi Lampung yang 
memiliki angka kemiskinan sudah sesuai sasaran RPJM 2015-
2019 yaitu: Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten 
Mesuji dan Kabupaten  Tulang Bawang Barat. Adapun rata-rata 
dalam 5 tahun terakhir angka kemiskinan Propinsi Lampung 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel. 1.1 
Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / 
Kota   
Propinsi Lampung Tahun 2019 
 
 
NO WILAYAH PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 
2015 2016 2017 2018 2019 
1 Lampung Barat 14,18 15,06 14,32 13,54 12,92 
2 Tanggamus 14,26 14,05 13,25 12,48 12,05 
3 Lampung Selatan 16,27 16,16 15,16 14,86 14,31 
4 Lampung Timur 16,91 16,98 16,35 15,76 15,24 
5 Lampung Tengah 13,30 13,28 12,90 12,62 12,03 
6 Lampung Utara 23,20 22,92 21,55 20,85 19,90 
7 Way Kanan 14,61 14,58 14,06 13,52 13,07 
8 Tulang Bawang 10,25 10,20 10,09 9,70 9,35 
9 Pesawaran 17,61 17,31 16,48 15,97 15,19 
10 Pringsewu 11,80 11,73 11,30 10,50 10,15 




12 Tulang Bawang 
Barat 
8,23 8,40 8,11 8,10 7,75 
13 Pesisir Barat 15,81 15,91 15,61 14,98 14,48 
14 Bandar Lampung 10,33 10,15 9,94 9,04 8,71 
15 Metro 10,29 10,15 9,89 9,14 8,68 
 PROPINSI 
LAMPUNG 
14,35 14,29 13,69 13,14 12,62 
Sumber: BPS Propinsi Lampung 2020 
 
Selain kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
yang merupakan indikator penting dalam mengukur 
keberhasilan kualitas hidup manusia termasuk di Indonesia, 
dimana angka IPM Propinsi Lampung masih jauh dibawah 
target nasional, oleh karenanya program-program peningkatkan 
sumber daya manusia harus menjadi program prioritas, salah 
satunya program pemberdayaan khatib sebagai salah satu aktor 
penggerak masyarakat sekaligus inovator pembangunan di 
daerah yang diharapkan mampu berperan aktif bagi usaha-usaha 
perbaikan nasib umat Islam, warga masyarakat dan 
pembangunan di daerah pada umumnya.  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tolok ukur 
keberhasilan suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia 
merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek 
huruf, pendidikan dan standar hidup layak. IPM merupakan 
indikator penting untuk mengukur keberhasilan kualitas hidup 
manusia. Angka IPM Propinsi Lampung tahun 2018 sebesar 
69,02% masih dibawah target nasional yaitu: 71,39%. Hanya 
Kota Metro dan Kota Bandar Lampung yang memiliki angka 
IPM sesuai target nasional. Adapun rincian angka IPM di 














Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Lampung 
Menurut Kabupaten/Kota Se Propinsi Lampung Tahun 2014-
2018 
 
NO WILAYAH INDEKS PEMBANGUNAN 
MANUSIA 
2014 2015 2016 2017 2018 
1 Lampung Barat 63,54 64,54 65,45 66,06 66,74 
2 Tanggamus 62,67 63,66 66,41 64,94 65,67 
3 Lampung Selatan 63,75 65,22 66,95 66,95 67,68 
4 Lampung Timur 66,42 67,10 67,88 68,05 69,04 
5 Lampung Tengah 67,07 67,61 68,33 68,95 69,04 
6 Lampung Utara 64,89 65,20 65,95 66,58 67,17 
7 Way Kanan 64,32 65,18 65,74 65,97 66,63 
8 Tulang Bawang 65,83 66,08 66,74 67,07 67,70 
9 Pesawaran 61,70 62,70 63,47 65,97 66,63 
10 Pringsewu 66,58 67,55 68,26 68,61 69,42 
11 Mesuji 58,71 59,79 60,72 61,87 62,88 
12 Tulang Bawang 
Barat 
62,46 63,01 63,77 64,58 65,30 
13 Pesisir Barat 59,76 60,55 61,50 62,20 62,96 
14 Bandar Lampung 74,34 74,81 75,34 75,98 76,63 
15 Metro 74,98 75,10 74,45 75,87 76,22 
 PROPINSI 
LAMPUNG 
66,42 66,95 67,65 68,25 69,02 
Sumber : BPS Propinsi Lampung Tahun 2019 
 
Regulasi yang berkaitan dengan pentingnya 
pemberdayaan khatib dalam pembangunan daerah adalah 
Undang-undangeNomor 23eTahun 2014 pasale354, ayate(1) 
berbunyi: dalamepenyelenggaraan PemerintahaneDaerah, 
PemerintaheDaerah mendorongepartisipasiemasyarakat. 
Sedangkan ayat (2) huruf  b, berbunyi: Pemerintah Daerah 
mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan 
aktif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui 
dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 




masyarakat.Dalam undang-undang tersebut diatas jelas 
bahwasanya para khatib dapat ikut berperan aktifdalam 
pembangunan daerah. 
Kebijakan Nasional tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJPN)yang terbagi menjadi 4 (empat) 
tahapan, dan setiap tahapan terdiri dari 5 tahun. Saat ini telah 
memasuki RPJPN tahap ke: 4 (2020-2024), terdapat 7(tujuh) 
agenda pembangunan yaitu: ketahanan ekonomi, mengurangi 
kesenjangan antar wilayah, kualitas SDM, revolusi mental, 
memperkuat infrastruktur, pelayanan dasar, lingkungan hidup, 
stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Kegiatan 
pemberdayaan khatibmasuk dalam pada peningkatan kualitas 
SDM.  
Kebijakan daerah yang di jabarkan dalam Visi dan Misi 
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro 
dan Lampung Timur. Untuk Kota Metro, memiliki visi 
pembangunan yaitu “Metro Kota Pendidikan dan Wisata 
Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan 
Pembangunan Partisipatif”. Dalamnrangka mewujudkannvisi 
tersebut diperlukanepartisipasi seluruhestakeholder KotanMetro 
yangnterintegrasi untukrmengoptimalkan 
kapasitaseyangndimilikinya. Dalam RPJMD kegiatan 
keagamaan masuk dalam program pembinaan peningkatan 
kehidupan beragama. Sedangkan untuk Kabupaten Lampung 
Timur yang memiliki visi Lampung Timur sejahtera berdaya 
saing, religius dan berkelanjutan, yang salah satu misinya adalah 
membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya. 
Kegiatan keagamaan dalam RPJMD masuk dalam program 
fasilitasi pembinaan keagamaan.  
Hasil survey pendahuluan yang penulis lakukan di kedua 
kabupaten/kota dengan metode wawancara langsung kepada 
pejabat Pemerintah Daerah, diperoleh data bahwa masih 
minimnya kegiatan pembangunan yang melibatkan para khatib 
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018,  
2019 dan 2020. Jumlah khatib yang dilatih dan  diberi insentif 
kurang 10%, bantuan sarana prasarana masih terbatas pada 
masjid di ibukota kecamatan saja, proses pengkaderan khatib 
masih bersifat mandiri dan belum adanya campur tangan dari 
pemerintah, hal tersebut tetunya tidak sesuai dengan visi dan 




Menurut Ketua Ikatan khatib Indonesia Hamdan Rasyid 
mengatakan pada harian Jogja.com: 
 
“Khatib sejatinya memiliki peran dan posisi yang sangat 
strategis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kata dia 
para Khatib hendaknya terus meningkatkan kualitas, 
keilmuan, dan keterampilannya untuk membangun 
masyarakat yang moderat dengan mengedepankan ajaran 
Islam yakni rahmatan lil alamiin. “Peran Khatib sangat 
strategis di masyarakat. Itulah sebabnya mereka 
hendaknya bisa menciptakan uswatun wasathan 





Selain itu, terbatasnya peran khatibmengaitkan pesan 
keagamaan dengan problematik pembangunan secara nyata. 
Khutbah jum'at kadangkala tidakmengandung pesan-pesan yang 
berkaitan masalah kehidupan, sehingga tidak menghasilkan etos 
kerja yang dapat mengangkat harkat dan martabat kehidupan 
masyarakat. 
“Peran Imam dan Khatib dalam kehidupan sehari-hari 
bukan hanya sekedar menjadi pemimpin shalat 
berjamaah saja dan petugas shalat Jum’at. Lebih dari itu 
keduanya memiliki peran penting dalam mencari jalan 
penyelesaian terhadap persoalan umat yang dihadapi saat 




Bertolak dari hal itu, keberadaan dan status khatib dapat 
dijadikan dasar pemikiran atau pangkal tolak studi ilmiah bahwa 
khutbah Jum’at adalah forum yang efektif bagi pemberdayaan 
masyarakat dan sekaligus media penyampaian pesan-pesan 
ajaran Islam yang bersifat inovatif dan berguna bagi 
pembangunan masyarakat, karena: (1)forum ini dilakukan secara 
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reguler; (2) mempunyai daya jangkau yang luas, dan (3) khatib 
dianggap sebagai figur keteladanan dan sering dianggap sebagai 
“the (informal) opinion leader”.  
“Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat ada dua hal yang dapat dilakukan, Pertama 
memberi motivasi kepada masyarakat yang mampu 
untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Kedua, yang 
paling mendasar dan mendesak adalah dakwah dalam 
bentuk aksi-aksi nyata dan program-program yang 




Persoalan pemberdayaan khatibdalam pembangunan 
daerah di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur masih 
perlu dikaji secara ilmiah, untuk itu perlu dilakukan studi 
diberbagai kelompok, komunitas dan masyarakat di era otonomi 
daerah. Fakta menunjukkan masih banyak tantangan dan 
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, 
keberadaan dan fungsi agama dianggap masyarakat menempati 
posisi yang begitu penting dan sangat strategis, mengingat 
agama merupakan pedoman hidup, sumber etika, moral dan 
spritual.Jika desain penelitian untuk disertasi ini dapat 
terlaksana secara terencana, sistematis, logis dan sistemik, maka 
program pemberdayaan khatib dapat mempercepat proses 
pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kehidupan 
beragama. Untuk itu pemberdayaan khatib yang termasuk 
kategori komunitas keagamaan penting dilakukan, mengingat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 
instrumen pembangunan sumberdaya manusia berfungsi sangat 
strategis dan penting bagi pemberdayaan masyarakat di Kota 
Metro dan Kabapaten LampungeTimur. 
B. Fokusidan SubiFokus Penelitiann 
Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan diteliti 
yaitu pemberdayaan khatib dalam pembangunan daerah di 
Propinsi Lampung dengan fokus penelitian adalah Kota Metro 
dan Kabupaten Lampung Timur. Sub fokus yang pertama adalah 
implementasi pelaksanaan pemberdayaan khatib di Kota Metro 
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dan Lampung Timur. Apakah program-program pemberdayaan 
seperti pelatihan, insentif, pemenuhan kebutuhan sarana 
prasarana, kelembagaan dan pengkaderansudah dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah baik Kota Metro maupun Lampung Timur, 
masyarakat  maupun organisasi lain dan  sejauh mana 
implementasinya di lapangan. Selain itu untuk melihat aktifitas 
khatibuntuk mengetahui sejauhmana keberadaan, posisi, serta 
peran dari seorang khatib di tengah masyarakat. Apakah khatib 
ini memang menempati posisi strategis dan penting di 
masyarakat serta aktifitas lainnya di luar khutbah Jum’at sebagai 
media efektif dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan.  
Sub Fokus yang kedua adalah peran pemerintah daerah 
dalam rangka pemberdayaan khatib. Sub fokus ini untuk 
mengetahui sejauhmana Pemerintah Daerah di kedua 
kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya (pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan) serta 
peran Pemerintah Daearah sebagai peran entrepreneur, peran 
koordinasi, peran fasilitator dan peran stimulator. 
Sub fokus yang ketiga adalah strategi pemberdayaan 
khatibdalam pembangunan daerah.Strategi ini berdasarkan hasil 
temuan di lapangan terhadap kekuatanmdan kelemahanninternal 
sertampeluang-peluang dari ancamanmeksternal yangmdapat 
mempengaruhi pelaksanaanmprogram pemberdayaan 
khatib.Dalam sub fokus ini, strategi yang dihasilkan akan 
penulis rekomendasikan kepada pemerintah daerah, pihak 
swasta, individu dan kelompok  masyarakat. 
 
C. Rumusan Masalah/ Pertanyaan Penelitian 
Bertitik tolak dari latarebelakang diatas,epermasalahan 
pokokedalam studi iniidapatidirumuskan:  
1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan khatibdi Kota 
Metro dan Lampung Timur?  
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberdayaan khatib?  
3. Bagaimanakah strategi pemberdayaan khatibdalam 








Tujuanedari penelitianeini ialah: 
1. Menjelaskan pelaksanaan pemberdayaan khatib di Kota 
Metro dan Lampung Timur? 
2. Mengetahuiperan Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberdayaan khatib. 
3. Menyusun strategi pemberdayaan khatibdalam pembangunan 
daerah. 
 
E. Kegunaan dan implikasi Penelitian  
Berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang 
dirancang untuk disertasi dan ciri khas objek penelitian, maka 
penelitian ini diprediksikan bermanfaat bagi:  
1. ManfaatiPenelitian:  
a. Secaranteoritik subtantif hasil penelitianmini 
bermanfaatmdalam peningkatan disiplin ilmuesosiologi 
agama, khususnya dalam melihat fungsi agama (dakwah) 
dalam pelaksanaan pembangunan terutama memberdayakan 
tugas-tugas khatib dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah. 
b. Secara empirik hasil penelitian ini sebagai sumbangan 
pemikiran terhadap para penentu kebijakan termasuk di 
dalamnya meningkatkan mutu atau kualitas khatib dalam 
menyampaikan pesan pesan pembangunan melalui 
kegiatan pemberdayaan khatib baik oleh  pemerintah 
daerah maupun swasta. 
c. Secara normatif hasil penelitian ini menunjang pesan 
agama tentang kewajiban dakwah dalam semua aspek 
kehidupan termasuk bidang pembangunan masyarakat. 
Disamping itu juga menunjang program pemerintah 




Penelitianeini diharapkanedapat memunculkan teori teori 
tentang dakwah pembangunan dan disisi lain melahirkan 
model-model pemberdayaan khatib yang sesuai kepentingan 





F. Kerangka Pikir Penelitian 
 
PEMBERDAYAAN KHATIB 
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH  


















































5. Sarana prasarana 










2. Peningkatan motivasi 
3. Regenerasi khatib 
4. Penguatan  
koordinasi 
5. Mendukung aktivitas 
khatib 

















Faktor-Faktor Pendukung : 
1. Respon terhadap 
pembangunan masyarakat 
& teknologi informasi 




3. Tumbuhnya pemberdayaan 
komunitas sosial dan 
kegamaan 




1. Rendahnya pengetahuan tentang 
pemberdayaan khatib dalam 
pembangunan daerah 
2. Rendahnya pengetahuan tentang 
pembudayaan etika sosial untuk 
membangun daerah 
3. Kurangnya keteladanan para 
pemimpin formal dalam 
membangunan daerah   
4. Kurangnya upaya penguatan 











A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian 
 
1. Teori Dakwah: Definisi, Objek, Ruang Lingkup, Tujuan, 




Berdasarkannpenelusuran akarnkata (etimologis), 
katandakwah merupakanebentuk masdaredari kataeyad’u 
(fiil mudhar’i) daneda,a (fiil madli)eyang artinyaeadalah 
memanggili(to call), mengundangi(to invite), mengajake(to 
summer), menyerui(to urge) danimemohon (to pay).
18
 
Secara konseptual, dakwah dipahami oleh para pakar 
secara beragam. Ibnu Taimiyyah, misalnya mendefinisikan 
dakwah sebagai proses usaha untuk mengajak 
masyarakatn(mad’u) supaya beriman kepadaeAllah dan 




Sementara AbduleMunir Mulkhan mendefinisikan 
dakwahisebagai upaya merubah keadaan kepadaeyang 




Sedangkan Ali Mahfuzh mendefinisikan dakwah 
sebagai upaya memotivasi umat manusia untuk 
melaksanakan kebaikan, mengikuti petunjuk serta 
memerintah mereka berbuat ma’ruf dan mencegah dari 
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Dakwah secara etimologis dapat diartikan mengajak, 
menyeru dan memanggil. Bila diartikan dalam ruang 
lingkup yang lebih luas lagi dakwah dapat diartikan: 
“Mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti 
petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, 
melarang mengerjakan kejelekan, agar dia bahagia di dunia 
dan akherat”. Dakwah berasal dari bahasa arab yang berarti 
mengundang, mengajak dan mendorong. Konotasi yang 
lazim adalah mengajak dan mendorong sasaran untuk 
melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan 
22
 
Secara etimologis kata dakwah artinya: do’a, seruan, 
panggilan, ajakan, undangan, dorongan, rayuan dan 
permintaan. Berakar dari kata kerja da’a yang berarti 
berdo’a, memanggil, menyeru, mengajak, mengundang, 
merayu, mendorong dan mengadu. 
23
 
Kata dakwaheartinya doa, seruan, panggilan, ajakan, 
undangan, dorongan,erayuan, danepermintaan, berakar dari 
kataekerja da’a yang berarti berdo’a, memanggil, menyeru, 
mengajak, mengundang, merayu, mendorong danemengadu. 
24
 
Katandakwah menurutnbahasa (etimologi)nberasal 
darinbahasa arab, yakni katanDa’a, Yad’u,nDa’watan. Kata 
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Pemahamannyang menyeluruh mengenai definisi, 
unsur,nbentuk dan cakupanedakwah: pertama,edakwah 
tidak sama dan tidak identik pada tabligh,eceramah dan 
khotbah. Melainkan mencakupekomunikasi dakwahidengan 
pesan-pesaneagama secara lisane(bil-lisan), tulisane(bil-
khitabah) dannperbuatan, keteladananndan aksinsosial (bil-
hal). Kedua, pada pelaksanaanndakwah mengkaitkan 
berbagai unsuresebagai sebuah sistem yakni da’ie(mubalig), 
mad’uweatau individu yangediajak. Selain itu terdapat 
pesaneyang bedasarkan padaeAl-Qur’an daneSunnah juga 
tujuaneyang ingin diraih yakni demi kebahagiaanemanusia 
dindunia atauudieakherat. Ketiga,esasaran dakwahe(mad’u) 
seperti individu, keluargaedan masyarakat. Elaborasi 
menunjukkan bahwamkegiatan dakwah terdiri atas dakwah 
fardiyah, kegiatanedan penyuluhaneIslam, dannpenyiaran 
atau komunikasi Islam secaramluas.nMasing-masing 
kegiatan tersebut terhadap sasarannyang berbeda antar satu 
dan lainnya. Keempat,esecara implisit pengertian di atas 
jugaemengisyaratkan jika dakwah perlu diorganisiredan 
direncanakanedengan baik. Sebabikegiatan dakwah ialah 
programeyang terusemenerus danetidak pernaheberakhir 
daneperlu dilaksanakan secaraebersama-sama. 
26
 
Pemaparan definisi dakwah yang demikian banyak 
tersebut dimaksudkan untuk membandingkan, memetakan, 
dan menelusuri peningkatan pengertian dakwah. Pada 
dasarnya para ahli membentuk pengertian dakwah 
berangkat dari pengertian dakwahemenurut bahasa. Kata-
katanseruan, anjuran,najakan, dannpanggilan selalu terdapat 
pada definisindakwah. Hal tersebut menunjukkannmereka 
menyetujui jika dakwahibersifat persuasif bukanrrepresif. 
Mereka setuju bahwa dakwah informatif, bukan 
manipulatif. Tidak juga termasukndakwah apabila terdapat 
perlakuan memaksa orang lain dalam memilah antaranhidup 
sebagai muslim atau mati terbunuh. Tidak pula disebut 
dakwah, apabila ajakan kepadanIslam dilaksanakan dengan 
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Jika kita merujuk Alqur’an, ayat-ayat yang berkaitan 
dengan dakwah memiliki dua pengertian yang berbeda, 
pertama dakwah diartikan sebagai ajakan orang dengan 
bentuk seruan dan panggilan menuju surga (al-dakwah ila 
Alloh), Kedua, dakwah sebagai seruan, ajakan dan 
panggilan menuju neraka (al-dakwah li syayathin)
28
 
Dakwah secara etimologis berasal dari kata da’a, 
yad’uu, da’watan, yang artinya mengajak, memanggil, 
menyeru, atau do’a. Dakwah berarti “ajakan, seruan, 




Berarti, dakwah mengandung pengertian “suatu 
kegiatan mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada 
jalan yang benar untuk kebaikan, baik dalam bentuk lisan, 
tulisan, maupun perbuatan, yang dilakukan secara sadar dan 
terencana dalam usaha mencapai kemaslahatan dan 
kebahagian di dunia dan di akhirat”. Sejalan dengan itu, 
dakwah menurut istilah (semantik), mengandung arti 
kegiatan yang bersifat pembinaan sebagai upaya 
mempertahankan danemenyempurnakan sebuah halnyang 
sudah adansebelumnya; dan dapat juga diartikan 
pengembangan sebagai kegiatan yang mengarah pada 
pembaharuan atau mengadakan sesuatu hal yang belum ada.  
Mengkaji makna dakwah, didasarkan firmannAllah 
pada suratnAl-Anfalnayat 24 yangnterjemahnyanberbunyi: 
“Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 
Rasul, apabila Rasul menyeru kamupada sesuatu yang 
memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya 
dan sesungguhnya kepada-Nya kamu akan 
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Selanjutnya pakar ilmu dakwah 
menjelaskan berdasar surat Al-Ahqaaf, ayat 31;yang 
terjemahnya dinyatakan: “Hai kaum kami terimalah seruan 
orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepada-




Berdasar beberapa ayat itu dapat dipahami, 
sebenarnya dakwah mengajaknorang lainnuntuk yakin dan 
mengamalkan akidahndan syariatnIslamterlebihmdahulu 
sudah diyakinindan diamalkaneoleh pendakwahesendiri. 
Dan, dakwah dalam arti amar ma’ruf nahi munkar 
merupakan syarat mutlak atas kesempurnaan dan 
keselamatan hidupnmasyarakat. Secara mendasar dapat 
dirumuskan, dakwah pada hakikatnya merupakan 
aktualisasi imani (teologis) yang dimanisfestasikan dalam 
suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam berbagai 
bidang kehidupan (kaaffah) yang dilaksanakan secara 
teratur untuk mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan 
bertindak manusia.  
Realitas menunjukkan secara faktual, pengakuan 
terhadap status khatib sebagai pelaku dakwah dapat dikaji 
dan diaktualisasikan pada dataran kenyaataan individual 
dan sosio-kultur dalam rangka mengusahakan terwujudnya 
ajaran Islamdalam semua segi kehidupan dengan 
menggunakan pendekatan dan cara tertentu. Sejalan dengan 
itu, seorang pakar memaknakan dakwah sebagai 
aktualisasimimani (teologis) yang dimanisfestasikan dalam 
sebuah sistemnkegiatan seseorang yang berimanndalam 
bidang kemasyarakatan yang dilakukan secara teratureuntuk 
mempengaruhi cara mereka berfikir, bersikap dan bertindak 
manusianpada dataran kenyaataan individualndan sosial 
kultur dalamnrangka mengupayakan terwujudnyanajaran 
Islam dalam segala bentuk kehidupan dengan menggunakan 
cara tertentu.e 
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Secara akademis dapat dinyatakan, Islam 
mengajarkan ”demi terwujudnya khoiru ummah’ dengan 
kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan, karena adanya 
motivasi, rangsangan serta bimbingan yang diperolehnya. 
Manusia yang beriman dan berilmu, tentunya berdakwah 
dengan cara bijaksana untuk menyeru dan mengajak kepada 
jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk 
kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat
. 
Secara realitas dakwah senantiasa bersentuhan dengan 
berbagai faktor yang menjadi realitas yang mengitarinya. 
Dalam perspektif historis, pergumulan dakwah Islam 
dengan realitas sosio-kultur menjumpai dua kemungkinan. 
Dalam hal ini dijelaskan oleh Amrullah Ahmad, yaitu : 
1. Dakwah mampu memberikan out put (hasil, 
pengaruh) terhadap lingkungan dalam arti memberi 
dasar filosofis, arah, dorongan dan pedoman 
perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas 
sosial baru. 
2. Dalam dakwah dipengaruhi oleh perubahan 
masyarakat dalam arti eksistensi, corak dan arahnya. 
Ini berartikualitas dakwah di tentukan oleh sistem 
sosio-kultural. Dalam kemungkinan yang kedua ini, 
sistem dakwah dapat bersifat statis atau ada dinamika 








Objek materiil ilmu dakwah ialah Al-qur’an dan 
Sunnah.i 
2. Objekiformal. 
Objek formal ilmu dakwah merupakan suatu objek 
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c. Ruang Lingkup Dakwah 
Dalam terminology modern dakwah telah dimengerti 
sebagai usaha rekonstruksiesosial masyarakat berdasarkan 
denganncita-cita sosialeIslam. Segala bidang kehidupan 
dapatedijadikan areaedakwah daneseluruh aktivitas 




Perintah dalam Al-qur’an supaya seseorang beriman, 
beragama secara kaffah, yakni tuntutannmenjadikan segala 
bidangnkehidupan sebagai pengabdianndan penyerahan 
diri dengan penuh kepadaeAllah SWT. Seperti disebutkan 
oleh M. Amien Rais bahwa kegiatan politik, dan kegiatan 
ekonomi, usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, 
kegiatan-kegiatan ilmu dan teknologi, kreasinseni, 
kodifikasinhukum dannsebagainya, untuk umat muslim 
ialah sebagai alatndakwah.
34
 Pada seluruh bidang tersebut 
harus ditingkatkan daneditegakkan serta diurus 
berdasarkan prinsip-prinsipiIslam. 
Bersama perkembanganeterminologi, ruangilingkup 
dakwahipun menjadinberkembang. Dakwahnsecara umum 
sudahedikelompokkan kedalamntiga bentuk yakni secara 
lisan, secara tulisanndan dakwah melalui aksiesosial, 
dakwahepembangunan dan denganeketeladanan atau lazim 
disebut dengan bil-hal. 
1. Dakwah Bil-Lisan 
Dakwah secara lisannsesungguhnya sudah 
mempunyai usia sangatetua, yakni seperti umur 
manusia. Dakwahebil- lisan yang hampirnsinonim 
denganntabligh secaranumum dibaginmenjadi dua 
macam. Pertama, dakwah secaraelangsung atau tanpa 
media, yakni antara da’I dan mad’u berhadapan 
wajah. Kedua, dakwaheyang menggunakanemedia 
(channel), yakni antara da’I dan mad’u tidak 
berhadapan danmmodel komunikasi tersebut disebut 
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komunikasi sekunder. Dakwah melalui media 
contohnya televisi, radio film, tapeidan mediailainnya. 
 
2. DakwahiBil-Kitabah. 
Dakwah Islam tidak hanya terbatas pada 
kegiatan dakwah bil-lisan, akan tetapi juga dakwah 
melalui tulisan (bil-kitabah). Dakwah bil-kitabah 
bukanlah bentuk dakwah yang baru muncul 
kepermukaan, ketika pertama sekali ditemukan mesin 
cetak (press), melainkan telah dilaksanakan oleh 
Rosululloh SAW, Lima Belas Abad yang silam.  
3. Dakwah Bil-Hal 
Dakwah bil- hal merupakan istilah yang 
dimunculkan di Indonesia, sama halnya dengan istilah 
halal bihalal. Kedua istilah tersebut tidak di kenal di 
Arab Saudi juga dinegara-negara Islam lainnya. 
Diperkirakan istilah dakwah bil-hal, dimunculkan 
sekitar tahun 70-an. Namun belum ditemukan rujukan 
yang menjelaskan siapa sebenarnya penggagas 
pertama istilah tersebut. Dakwahebil-hal sebenarnya 
memiliki arti sangateluas, dan bidangnyang 
diambilnya. MenurutmQuraish Shihab,mdakwah bil-
halnadalah sama denganedakwah pembangunaneatau 
pengembanganemuslim. Lebihnlanjut ia menyatakan 
dakwahnbil-hal diharapkanndapat mengembangkan 
dari segi kehidupannmasyarakat, sehinggaepada 
akhirnyamsetiap komunitas mempunyai kemampuan 
untuk mengatasi kebutuhan serta kepentingan 





d. Tujuan Dakwah 
Tujuanedakwah merupakanesalah satueunsur 
yangepenting pada kegiatan dakwahnIslam 
sebagaimanandalam kegiatan-kegiatan lain. Tidak 
adanyaetujuan yangnpasti danejelas, sebuah kegiatan 
sulitmberjalan denganmbaik. Tujuanmdakwah untuk 
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diibaratkan sebagai suatu mimpieatau cita-citaeyang 
akanedicapai oleheda’i. Tujuan tersebur 
padaeakhirnya akan menentukan teknik dan juga 
menentukanebesar kecilnyaesemangat seorangeda’i 
ketika melaksanakan kegiatan dakwahiIslam.
36
 
Tujuan dakwah terdiri dari: 
1. Tujuan umum 
Tujuan umum dari kegiatan dakwah sama 
dengan tujuan diturunkannya agama Islam. Kata 
Islam dari segi kebahasaan berasal dari bahasa 
Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung 
arti selamat, sentosa dan damai. Selanjutnya 
menjadi kata aslama yang berarti berserah diri 
masuk dalam kedamaian. 
2. Tujuan Khusus 
Adapun tujuan dakwah secara lebih rinci 
atau tujuan khusus dapat dirumuskan berdasarkan 
tinjauan tertentu. Sekurang-kurangnyaetujuan 
tersebut bisa dilihat dariedua segi, yakni 
segiemad’u dan dari seginmateri yang diberikan. 
Keberadaan mad’u sebenarnya sangat majemuk 
atau heterogen. Oleh sebab itu, mereka secara 
umummdapat diklasifikasikan pada individu, 
keluarga dan masyarakat
37
. Ketigaeklasifikasi di 
atas jika dilihatndari tujuanndakwah, maka 
dakwah memiliki tujuaneyang berbeda.i 
a. Secara pribadi; yaitu terbinanya pribadi 
muslim yang sejati, yakni figur insan kamil 
yang dapat menerjemahkan ajaran Islam 
dalam segala segi kehidupnnya. 
b. Keluarga; dapat terbinanya kehidupan yang 
Islami dalam rumah tangga, yaitu keluarga 
yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai 
Islam baik sesama anggota keluarga dan 
dengan tetangga. 
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c. Masyarakat; terbinanya kehidupan yang 
rukun dan damai, taat dalam menjalankan 
ajaran agama dan memiliki kepedulian sosial 
yang tinggi. 
 
Sejalan dengan itu, membagun tujuan dakwah 
dapat dibedakan, yaitu : 
 
1. Tujuan hakiki: ialah Allah SWT., maka yang  
menjadi pokok dalam dakwah itu adalah menyeru 
manusia kepada Allah SWT.. 
2. Tujuan umum: identik dengan tujuan hidup dan 
dengan maksud-maksud diturunkan-Nya agama 
Islam itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan 
dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
3. Tujuan khusus: adalah mengisi setiap segi 
kehidupan dan memberi bimbingan dan pimpinan 
bagi seluruh golongan dalam masyarakat menurut 
keadaan dan persoalannya, sehingga Islam itu 
berintegrasi dan beresepsi dengan seluruh 
kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, terjadi 




Pada bagian lain disebutkan, tujuan dakwah 
Islamesebagai usahaiuntuk : 
1. Membentukmmasyarakat yangmkonstruktif  
menurutmajaran agama. 
2. Mengadakanekoreksi terhadapesegala keadaan 
atauntindakan yang me-nyimpang dari ajaran 
agama. 
3. Mengusahakan kesehatan mental masyarakat. 
4. Mendorong kemampuan masyarakat untuk 
menjalin syari’at agama secara utuh. 
5. Menembusmhati nuranimseseorang 
sebagaimsarana dalam membentukimasyarakat 
yangidi ridhaiiAllah. 
6. Selalu terbuka untuk nasehat. 
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7. Menjauhkan manusia dari segala bentuk frustasi, 





Da’I berasal dariebahasa Arabeyaitu al-dai,eal-
da’iyyah dan al-du’ah yang menunjuk pada pelakue(subjek) 
danepenggerak (aktivitas) kegiatanndakwah. Jadi da’i 
adalah orang yang berusaha untuk mewujudkan Islam 
dalam semua segi kehidupan baik pada tataran individu, 
keluarga, masyarakat, umat dan bangsa.  
Sebagai pelaku dan penggerak dakwah, da’i 
memiliki kedudukan penting, bahkan sangat penting karena 
ia dapat sebagai penentu keberhasilan dan kesuksesan 
dakwah. Da’i pada dasarnya adalah penyeru ke jalan Alloh 
SWT., pengibar panji-panji Islam, dan pejuang yang 
mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam realita 
kehudupan umat manusia (mujahid al-dakwah).
40
 
Seorang da’inharus memahami bahwamdirinya 
seorang da’i, artinya sebelum menjadi da’i, ia perlu 
mengetahui tugaseda’i , bentuk dannbekal suatu yangnharus 




Kompetensi da’i adalah kemampuan dan kecakapan 
yang harus dimiliki oleh seorang da’i agar ia mampu 
bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya 
sebagai pembangun dan pengembang masyarakat Islam. 
1. Syarat pendakwah (da’i)i 
a. Penguasaaniilmu agamaa 
b. Penguasaan mitra ilmu dakwaha 
c. Berakhlakimulia daniketeladanan 
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2. Sifat pendakwah 
a. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi 
masalah dakwah 
b. Memiliki kemampuan untukmmembuat 
perencanaanmdalam kegiatanndakwah 
c. Memilikiekecakapan dalamemempersiapkan 
materiidakwah dan materinceramah 
khususnyandalam menerapkan dakwahebil-lisan 
d. Memilikiekeahlianedalam menyampaian ceramahi 
3. Penguasaan retorika dakwah. 
Retorika dan dakwah adalah ibarat dua sisi mata 
uang logam, keduanya menyatu (inhern) terutama pada 
dakwah bil-lisan. Oleh sebab ituebagi seorangnda’i 
penguasaannilmu agamansemata kurang memadai, 
apalagi untukemenjadi da’ieyang professional. 
42
 
Retorika menurut Encyclopedia Britanica ialah seni 
menggunakan bahasa dengan tujuan guna menghasilkan 
kesan oleh pendengar atau pembaca.
43
iDefinisi tersebut 
secara implisit mengandung pengertian bahwa retorika 
disamping seni mempergunakan bahasa lisan (oral), 
juga bahasa tulisan. 
Dalam dakwah, da’i meminjam term Sayyid 
Qhutub, menjadi dirinya sendiri sebagai pengibar panji-
panji Islam dan sebagai pengembang masyarakat Islam. 
Seorang da’i tidak hanya fokus pada panggung depan, 
tetapi lebih dari itu ia mesti menjaga dan membangun 
panggung di belakang. Antara panggung depan dan 
panggung belakang tidak boleh ada kesenjangan.  
Diantara keduanya harus lurus dan selaras. 
Kedudukan dan peran da’i dalam pemberdayaan 
masyarakat desa sejak lama sudah diakui oleh 
masyarakat. Peran mereka sangat cocok untuk 
menggerakkan warga membangun desa. Mengingat 
mereka sebagai tokoh dan pemimpin adalah kelompok 
inti sosial yang tidak hanya memiliki kemampuan di 
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bidang sosial keagamaan saja, tetapi diantaranya juga 
ada yang mengerti tentang pendidikan, sosial, keluarga 
berencana, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, 





Kata khatib berasal dari kata khataba yakhtubu 
khatiibun. katiibun adalah isim fail (pelaku) berarti orang 
yang melakukan khotbah, orang yang berkhotbah atau 
pengkhotbah. Jadi khatib adalah orang yang menyampaikan 
khotbah, ceramah, atau pidato.
45
 
Karena khatib berkhutbah di hari Jum’at, di 
istilahkan dengan khatib Jum’at. Khatib jum’at berarti 
orang yang berceramah (berkhotbah) di hari Jum’at, yaitu 
suatu rangkaian ritual yang dilakukan sebelum shalat 
Jum’at. 
Sesuai dengan tugasnya, selain menyampaikan 
khotbah, secara otomatis khatib sebagai pembawa misi 
agama, yakni dinul Islam. Dengan kemampuan retroika 
yang dimilikinya, khatib menyampaikan petuah-petuah 
yang sesuai dengan ajaran agama. Sehingga ajaran agama 
dapat dipahami dan direalisasikan oleh pendengar di 
dalam kehidupan. Setiap Khatib pasti seorang da’i, tetapi 
tidak semua da’i bisa menjadi seorang Khatib. 
Khatib dalam situasi tertentu kadangkala sama 
dengan ulama, yang sebagai "the informal opinion leader” 
tidak saja dianggap sebagai pemimpin Islam saja, tetapi 
seringkali diperlakukan sebagai pimpinan kelompok sosial 
atau komunitas yang pengaruhnya melampaui batas-batas 
wilayah keagamaan, merasuk ke aspek politik, sosial, 
budaya dan pemerintahan. Ia juga memainkan peranan 
sebagai mana yang  disebutkan oleh Clifford Geerts 
sebagai "the great tradition”. The little tradition seperti 
budaya lokal dan"the great tradition”. Ia menjadi 
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penghubung antara masa rakyat dengan penguasa antara 
dunia dalamdengan dunia luarkomunitas sosial. 
Peran imam dan khatib dalam kehidupan sehari-
hari bukan hanya sekedar menjadi pemimpin shalat 
berjamaah saja dan petugas shalat jum’at. Lebih dari itu 
keduanya memiliki peran penting dalam mencari jalan 
penyelesaian terhadap persoalan umat yang dihadapi saat 
ini dengan panduan Al Qur’an dan Hadist.
46
 
Peran khatib dan Imam begitu penting dalam 
kehidupan dan pembinaan agama bagi umat Islam. Dalam 
hal ini tidak hanya lulusan pesantren atau madrasah, 
siapapun yang memiliki kualitas dan kompetensi untuk 




Wakil Presiden Ma’,ruf Amin meminta para 
Khatib atau penceramah shalat Jum’at memiliki komitmen 
kebangsaan. “Khatib punya komitmen kebangsaan karena 
kita berada dalam sistem kenegaraan.” Hal itu 
disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Khatib Indonesia 




Selain itu Wapres Ma’ruf amin meminta kepada 
Kepala Badan Nasional Penaggulangan Terorisme 
(BNPT) Suhardi Alius, untuk melibatkan para Khatib 
dalam program penanganan radikalisme dan 
penanggulangan terorisme di dalam negeri. Menurut 
Wapres Ma’ruf, penceramah tersebut memiliki peran 
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penting dalam menyampaikan pesan dan ajaran Islam 
yang damai kepada masyarakat khususya umat Islam.
49
 
Pembangunan perlu mendapatkan dukungan dari 
semua elemen masyarakat termasuk di dalamnya para 
Khatib yang memiliki posisi sentral di tengah masyarakat. 
Peran Khatib tidak saja menyampaikan pesan-pesan 
keagamaan dalam khutbah Jum’atnya, tetapi mestinya 
menyampaikan juga pesan-pesan pembangunan. Selain itu 
seharusnya para khatib turut serta menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di 
masyarakat. Dengan posisi khatib yang sangat strategis, 
haruslah di manfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai 
peluang untuk memberdayakan khatib dalam 
menggerakkan dan membangun masyarakat agar mampu 
mandiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh 
karenanya Khatib harus dibekali dengan pengetahuan dan 
ketrampilan yang cukup sehingga mampu memecahkan 
permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat 
terutama kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang 
dan papan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah 
memberikan pelatihan-pelatihan atau workshop kepada 
para Khatib. 
Dengan melibatkan para Khatib diharapkan dapat 
membantu mengurangi jenjang kemiskinann yang terjadi. 
Kemiskinan masih menjadi momok oleh semua negara, 
termasuk Indonesia yang sebagian besar penduduknya 
beragama Islam. Kemiskinan kelas masyarakat bawah 
adalah kemiskinan yang sangat berbahaya bagi 
kelangsungan pemeliharaan hidupnya, baik jiwa, agama, 
keturunan maupun akalnya. Kemiskinan masyarakat 
bawah inilah yang merupakan sasaran dakwah paling 
fundamental yang harus didekati dengan pendekatan 
komprehensif terutama menyangkut pemenuhan-
pemenuhan kebutuhan primer dan mendesak seperti 
makanan, pendidikan dan tempat tinggal. 
50
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Persoalan dakwah adalah persoalan sosial budaya 
seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan 
kesejahteraan 
51
. Disamping itu tekanan terhadap moral 
para tokoh dan para pemimpin masyarakat harus menjadi 
prioritas dalam memberi  contoh kepada masyarakat. elite-
elite muslim terlalu sibuk mengurusi urusan politik dan 
kekuasaan, yang umumnya urusan prestasi pribadi. 
Persoalan sosial budaya umat menjadi terabaikan bahkan 
dilupaan.  
Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengikut-
sertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dalam 
hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil 
peranan yang lebih besar karena mereka yang paling 




Apakah anda bekerja sebagai guru, dosen, 
penyuluh, pekerja sosial, ustadz, pendeta, pendamping, 
kader, relawan, penggerak pembangunan, agen 
pembangunan, atau apapun namanya? Profesi pekerjaan 
tersebut sangat mulia, karena tugas utamanya adalah 
membantu sesama manusia. Profesi ini juga merupakan 
agen pembaharu (agent of changes) atau selanjutnya 
disebut agen pemberdayaan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kualitas kehidupan kliennya menuju ke 
arah yang lebih baik. Sebagai agen pemberdayaan, mereka 
menjadi ujung tombak perubahan yang langsung 
berhadapan dengan klien atau sasaran didik lapangan.
53
 
Agen perubahan adalah usaha yang dilakukan oleh 
seorang da’i atau organisasi dakwah untuk membantu 
seseorang atau kelompok orang untuk memahami dan 
menyelesaikan persoalannya sendiri, tentu persoalan yang 
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dimaksud adalah memang persoalan menurut pandangan 
Islam. Dakwah Islam pada hakekatnya agen perubahan 
yang bersifat normatif dan holistik, bukan sekedar agen of 
moral and social change, karena ajaran Islam bersifat 





selalunditandai dengan adanyaesejumlah orangeyang 
mempelopori,emenggerakkan, serta 
menyebarluaskanmproses perubahanmtersebut. Orang-
orang tersebut dalamekepustakaan ilmu-ilmunsosial 
dikenalndengan istilah ageneperubahan (changeeagents). 
55
 Disini khatib  yang memiliki posisi startegis dan peran 
penting di tengah-tengah masyarakat dapat mengambil 
bagian itu. Dalam rumusan Havelock (1973), agen 
perubahan adalah seseorang yang membantu 
terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi yang 
berencana. 
Kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensial 
yang mengakibatkan adanya interdependensi antar faktor 
kunci menuntut adanya kemitraan yang kuat dan harus 
didasari rasa saling percaya dan saling menguatkan. Pola 
kemitraan hanya bisa diraih dengan berdayanya elemen 
dari individu, keluarga dan masyarakat. 
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 Proses 
pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) 
merupakan upaya membantu masyarakat untuk 
mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas 
dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil 
keputusan secara mandiri. 
Pernyataan dari Thomas W Arnold (1995), 
menunjukkan bahwa Inti dari gerakan dakwah Islam 
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terletak pada diri pendakwah. Biar bagaimanapun baiknya 
ideologi Islam yang harus disebarkan di masyarakat, ia 
akan tetap sebagai cita-cita yang tidak terwujud jika tidak 
ada manusia yang menyebarkannya.
57
  Subjek yang 
memiliki peran strategis dalam dakwah itu memerlukan 
sejumlah kualifikasi untuk kesuksesan dakwah. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa dakwah Islamiyah 
tidak dapat dilepaskan dari peran da’i selaku subjek 
dakwah. Da’i lah yang akan menentukan langkah dan 
gerakan dakwah. Apakah dakwah akan dijalankan dengan 
strategi konfrontatif, akomodatif, tradisional, modern dan 
sebagainya. 
58
 Dalam dakwah, seperti telah disinggung 
da’i  meminjam term Sayyid Quthub  menjadi dirinya 





g. Mad’u (Penerima Dakwah) 
Perbincangan mengenai mad’u para ulama 
berbeda-beda dalamnmenerjemahkan kemdalam padanan 
kata bahasa Indonesia. Sebagian menyebutkan 
mad’unsebagai objekndan sasaranndakwah. NamunnM. 
Ali Azis lebihnnyaman menyebutndengan mitrandakwah. 
Menurutnya mad’uw harus ditempatkan sebagaiemitra 
olehependakwah danemenjadi teman berpikiredan 
bertindakedalam prosesndakwah. Posisiependakwah dan 
mitraedakwah tidak dalamehubungan subjekidan objek. 
Pendakwah dan mitra dakwah ditempatkan pada posisi 
kesejajaran, dan hal ini diharapkan dapat saling berbagi 
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h. Materi dakwah 
Materi dakwah sesuatu yang ingin disampaikan 
kepada mitra dakwah (mad’u). Berbagai istilah digunakan 
oleh para pakar untuk menyebutkan materi dakwah yaitu 
pesan, al-maddah dan maudhu’ dakwah. Secaraeumum 
sudahejelas yangemenjadi pesaneatau materi dakwah 





i. Metode dakwah 
Metode dakwah dipahami sebagai cara dalam 
nenyampaikan pesan dakwah,  khususnya dakwah bil-
lisan. Metodendidefinisikan sebagaiejalan atauecara yang 
perlu ditempuh dalam melakukan sesuatu dalam mencapai 
tujuan. Sedangkan metode dakwah adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajarincara-cara berdakwah 
untuk meraih  tujuanesecara efektifedaneefisien.  
Menurut Quraish Shihab, ada tiga metode 
dakwah
62
 yang disebut dalam Al-Qur’an (Surat An-Nahl 
(16) ayat 125) 
1. MetodeiBil Hikmahn 
Kata hikmah disebutkan dalam Al-Qur’an 
sebanyak 20ekali dalame11 surat. Dalam tafsir 
Mishbah diterjemahkan dalam empat makna, yaitu Al-
Qur’an, Al-Kitab, As-Sunnah, dan Hukum. Menurut 
Quraish Shihab bahwa peran ulama mengajukan aneka 
keteranganntentang maknanhikmah. Hikmahnberarti 
yang paling utamaedari segalaesesuatu, baik 
pengetahuan maupuneperbuatan. Ia merupakan ilmu 
amaliah dan amaleilmiah. Ia merupakan ilmu 
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yangedidukung oleheamal, daneamal yangetepat dan 
didukungeoleh ilmu. Hikmah ialah sesuatueyang 
apabilaedigunakan, dipakai dan di praktikkan akan 
mencegah terjadnya mudharat, atau kesulitan atau 
mendatangkan kemaslatan dan kemudahan. 
2. MetodeiMaw’izhah Al-Hasanahh 
Kata maw’izhahndisebutkan dalamnAl-Qur’an 
sebanyak sembilan kali pada delapan surah. Arti kata 
tersebut berkisareantara pelajaranedanepengajaran, 
kecualiepada surateAl-Baqarah (2) ayat 275 bermakna 
larangan. Kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT, 
merupakan pelajaran baginmanusia. Dakwahnharus 
dilaksanakan dengannpengajaran yangnbaik 
(Maw’izhahnAl-Hasanah),nsebab dakwah sebagai 
ajakan kepada kebenaran tidak boleh dengan cara 
memaksa, menyakiti dan menyinggung perasaan dari 
pihak yang diajak. Suatu ajakan akan diikuti apabila 
cara mengajaknya adalah simpatik dan 
mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. 
 
3. Metode Mujadalah 
Istilah mujadalah atau jilal dengan berbagai 
turunannya disebutkanedalam Al-Qur’anesebanyak 26 
kalinpada 16 surah. Makna kata tersebut berkisar 
membantah, debat, bersoal jawab dan gugatan. Dalam 
banyak ayat dikisahkan bahwa umat terdahulu 
membantah para Rosul ketika disampaikan kepada 
mereka tentang ke-esaan Allah dan syariat-Nya.  
MenuruteHamka dalamepenerapan metodeemujadalah 
ialah dengan memahami pokokepersoalan dan 
mengenal mitra dialog.  Sedangkan menuruteM. 
Natsir, mujadalah merupakanediskusi beserta dengan 
alasan danibukti, sehinggaidapat mengalahkanialasan 
untukyangimenolaknya.    
 
j. Media dakwahi 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup 
Secara etimologi media berasal dari bahasa 
latin, yaitu dari kata “medius”. Perkataan media 




perantara atau saluran (chanel). Dalam ilmu 
komunikasi, media dipahami sebagai alat atau sarana 
yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 






Segala jenisntulisan atau barang cetakan 
disebut media cetak. Mediaecetak dapatedisebut 
sebagai mediaedakwah jika isi cetakanemengandung 
pesan amar ma’rufinahyi munkariatau pesan-pesan 
Islam. Jenis media cetak misalnya surat, 
brosur/buletin, spanduk, surat kabar (koran), 
majalahidanibuku. 
3. Mediaiaudio 
Mediaeaudio ialah mediaiyang bisa di 
dengar.iPesan-pesan dakwahehanya dapatedidengar 
danitidak dapatidilihat. Mediaiaudio dilihat cukup 
efektif, terutamaeuntuk kepentiangan dakwahrIslam. 
Jenis-jeniseyang termasuk dalam mediaeini ialah 
seperti: audio, tapeirecorder. 
4. Mediaiaudio visuall 
Media ini lebihnbanyak dayantariknya sebab 
mempunyai duandimensi, yakni dapatndidengar 
suaranya dan juga dapat dilihatngambarnya. Media 
tersebut seringedisebut sebagaiemedia elektronik. 
Jeniseyang masuk pada mediaeini adalah televisi 
(TV)idan videoikaset, film. 
5. Dakwah melalui internet 
Perkembangannteknologi komunikasimtelah 
melewati perubahannyang cukupnsignifikan sejak 
awal generasi. Saatnini, hampir tidak memiliki batasan 
bagimmanusia untukmdapat berkomunikasimkapan 
saja dan dimanamsaja. Perkembangan informasietidak 
harus menungguelama, jika dalam hitunganndetik ada 
ribuaneinformasi baruedi internet. t 
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Di era teknologi informasi saat ini, peranan 
new media dan social media dalam dakwah sangat 
penting. Dakwah tidak hanya dilakukan di masjid, 
tetapi juga dilakukan di internet. Internet sudah sangat 
akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat 
perkotaan, karena informasi sudah menjadi kebutuhan 
pokok yang dapat diakses melalui handphone. 
Masyarakat yang sibuk dengan aktifitas kesehariannya, 
mereka tidak terlalu banyak waktu untuk menonton 
televisi dan membaca koran untuk mendapatkan 
informasi. Bahkan kebutuhan masyarakat akan 
informasi di internet dari bangun tidur hingga tidur 
lagi. Dengan kemudahan itu,  maka saat ini informasi 
bisa didapatkan tanpa harus terikat ruang dan waktu. 
Hal ini adalah kesempatan emas bagi da’i untuk 
memanfaatkannya sebagai media dakwah. Melalui 
duniammaya, fasilitasmberikut sangatmlayak 
dijadikannsebagai mediandakwah yakni: blog,eemail, 
mailingelist, forumediskusi, wikipediaeface book dll. 
 
k. Organsiasi Dakwah  
Keberadaan organsiasi sudah menjadi kebutuhan 
dalam beragamelevel kehidupanemasyarakat, baik pada 
skala lokal, nasional maupun internasional. Peranan 
organisasi telah dirasakan di tengah-tengah masyarakat 
yaitu memberikan sebagian yang dibutuhkan oleh 
masyarakat sebagai makhluk sosial. Organisasi 
didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai 




Dakwah di Indonesia selain dilakukan secara 
perorangan juga dilakukan oleh beberapa organisasi. 
Peranan organisasi telah ikut membantu kegiatan dakwah 
dan ada yang usianya lebih dari satu abad seperti 
Muhamadiyah (1912). Organisasi yang usianya kurang 
dari satu abad seperti Nahdatul Ulama (1926), Al- 
Washliyah (1930) dan Dewan Dakwah Islamiyah 
Indonesia (1967). Melainkan adanya organisasielainnya 
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yakni Mathla’ulnAnwar, IttihadulnMuballighin, Al- 
Irsyadedan lainesebagainya.  
 
l. Sosiologi Dakwah 
Begitu luasnya kajian sosiologi dakwah 
sebagaimana sosiologi pada umumnya, maka sosiologi 
dakwah mengkaji keseluruhan interaksional masyarakat 
dakwah yang meliputi hubungan dakwah dengan 
ekonomi, politik, pendidikan, wanita, lingkungan hidup 
dan seterusnya, baik pada ranah subjek dakwah (da’i), 




Sosiologi dakwah juga menelaah bagaimana 
interaksi antara da’i dan sasaran dakwah (mad’u), da’i 
dengan da’i dan mad’u dengan sesamanya. Persepsi 
mereka tentang masalah dakwah dan bagaimana cara 
mengkomunikasikannya merupakan bahasan menarik 
dalam sosiologi dakwah. Sosiologi dakwah mencoba 
membaca bagaimana dialetika interaktif unsur-unsur 
dalam dakwah dengan lingkungannya, termasuk 
bagaimana perkembangan pemaknaan dan praktek 
dakwah mulai dari pemahaman sebagai ajakan kepada 
manusia agar memeluk Islam, hingga persoalan dakwah 
berhubungan dengan jihad, aksi teror dan terorisme.  
Sosiologiidakwah secaraietimologi ialah ilmu 
yang mengkaji mengenai upayampemecahan masalah-
masalah dakwah dalam pendekatannsosiologi.
66
 
Dannyang menjadinaspek darinsosiologi dakwah ialah 
masyarakatekarena kegiatanndakwah tersebut memiliki 
hubunganidan pergaulanisosial, yaitu hubunganiantara 
pelakuidakwah dan mitraidakwah. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan bahwaesosiologi dakwaheadalah ilmunyang 
mempelajariehubungan-hubungan antara semuaepokok 
masalahedalam prosesedakwah dan prosesesosial. Maka 
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sosiologi dakwah ialah ilmunpengetahuan yang berusaha 
untuk menyelesaikan masalah-masalahndakwah melalui 
pendekatanndan analisisisosial.  
 
2. Teori Pemberdayaan  
a. Pengertian Pemberdayaan 
 
“Pemberdayaan adalah kata yang telah digunakan 
secara berlebihan dan sedang berada dalam 
bahaya kehilangan arti substantifnya. Ia 
merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja 
masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan 
memilih mendefinisikan peranan mereka dalam 
pengertian suatu proses pemberdayaan. Meskipun 
demikian, suatu definisi kerja yang sederhana 
akan mencukupi, yaitu: pemberdayaan bertujuan 





Pemberdayaanididefinisikan sebagai usaha untuk 
memberikan dayami(empowermant) ataumepenguatan 
(strengthening)mkepada masyarkat (Mas’oed,m1990). 
Keberdayaanmmasyarakat oleh Sumodiningrat (1997) 
didefinisikan sebagai potensi seseorang yangibersenyawa 
dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan 
masyarakat yang bersangkutan. Sebab itu pemberdayaan 
setara denganeperolehan kekuatanndan aksesnterhadap 
sumber daya untuk mencariinafkah (Pranaka,i1996).  
Pemberdayaan ialah usaha untuk membangun 
daya ituesendiri, denganemendorong, memotivasiedan 
mengembangkan kesadaran tentang kemampuan yang 
dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 
Pemberdayaan berasal darinkata dayanyang berarti 
kekuatan atauekemampuan. Berdayansuatu keadaan atau 
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kondisi yang mendukung adanya kekuatan atau 
kemampuan. Pemberdayaan ialah sebuah usaha dalam 
meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 
suatu masyarakat sehingga mereka dapat 
mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya 




Pemberdayaan adalah suatu usaha dan proses 
bagaimana supaya berfungsinsebagai kekuatan dalam 
pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. 
69
Secara 
konseptual pemberdayaanmharus mencakupeenam 
haleyaitu: learning by doing, problem solving, self 
evaluation, self development and coordination, selft 
selection dan self decisim. 
Pemberdayaan seharusnya menjadi tujuan dari 
semua bentuk pengembangan masyarakat. Pemberdayaan 
berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa 
kata, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan 
kemampuan mereka untuk menentukan masa depan 




Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses 
melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, 
ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau 
ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, 
kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan 
dengan kelemahan/powerless. Dengan diberdayakan 
diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru 
untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara 
dan sejajar dengan status yang diharapkan. 
Ndraha (2000) menegaskan bahwa tujuan mutlak 
setiap program pemberdayaan adalah peningkatan 
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bargaining position dan bargaining power suatu pihak 
agar mampu berhadapan secara relatif sejajar dengan 
pihak lain dalam rangka menciptakan rasa keadilan 
bersama melalui solusi (kesepakatan) yang saling 
menguntungkan. 
Kata pemberdayaan diadopsi dari bahasa nInggris; 
empowerment. The websterm dan Oxford English 
Dictionary memberikan dua arti yang berbeda dari 
tonempower sebagaie(a)to give power ort authority 
to,ndan (b) tongive abilitynto ornto enable. Pengertian 
(a) dimaknai sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan,natau mendelegasikannotoritas kenpihak 
lain,nsedangkan, pengertiani(b) dimaknai sebagai usaha 
untuk memberikan potensi atau keberdayaan. Dariekedua 
terminologiedasar empower tersebut, arti 
pemberdayaannkepada orang lainnuntuk berdiri sendiri 
berdasarkan potensi. Memberikan kemampuan, 
keberdayaan,ndan kekuasaanekepada rakyat, maka 
rakyat tersebut semakin percaya diri dalam mengatur 
kewenangan dan kekuasaan sesuai batasan kapasitas, 
kapabilitas, danikreativitas yangiada.  
Inti pemberdayaan dapatlah dimulai dari konsep 
7-S yaitu system, structure, strategy, staff skill, 
leadership style  and share value. Pemberdayaan yang 
dilakukan kepada ketiga S pertama sering disebut sebagai 
pemberdayaan radikal (radical empowerment) dan 
pemberdayaan yang menyentuh empat unsur terakhir 
dikenal sebagai pemberdayaan bertahap (incremental 
empowerment). 
Used transitively, empower means bestowing 
power on others, an enabling act sharing some of the 
power we might hold over others. This is an important 
aspect of empowerment. It casts the act the act as an 
inherently relational event. 
71
 
Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang 
disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam 
merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya 
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lokal yang dimiliki melalui kolektif dan berjejaring 
sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan 
dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. 
Pemberdayaan masyarakatnbukanlah sebuahnproses 
jangkanpendek, namunnproses jangkaipanjang. 
72
 
Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai 
pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja 
untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam 
merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya 
lokal yangndimiliki melaluinkegiatan kolektifndan 
berjejaringisehingga padaiakhirnya mereka mempunyai 
potensi dan mandiri secaranmekonomi, ekologi,mdan 
sosial.mPemberdayaan masyarakat tidaklah sebuah 
proses jangkaependek, tetapi ialah proses 
jangkaepanjang. 
Dwijowijoto (2007) menyatakan bahwa 
pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian 
yakni: (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan 
atau mendelegasikannotoritas ke pihaknlain; dan (2) 
upaya untuknmemberi kemampuannatau keberdayaan, 
orang laineyang dimaksud tidak hanya ditujukan oleh 
seorang, melainkan juga sekelompokmorang. 
Pemberdayaan tersebut ialah proses yang sifatmya 
menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivasi, 
fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu 
diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, memberi beragam kemudahan, serta 
kesempatan untuknmencapai aksesnsistem sumbermdaya 
dalam mengembangkannkesejahteraan masyarakat.u 
Pemberdayaan masyarakat ialah proses 
pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk 
memulai prosesekegiatan sosial untuk memperbaiki 
situasi dan keadaan dirinsendiri (James A. 1989). 
Pemberdayaanemasyarakat hanya dapat terlaksana jika 
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warganyaiikut berpartisipasi. Sebuah upaya hanya 
berhasil dinilaimsebagai ”pemberdayaanmmasyarakat” 
jika kelompokmkomunitas atau  masyarakatntersebut 
menjadi agen pembangunaneatau dikenalejuga 
sebagaiesubjek. Maka subjek dikenal sebagai 




Salah satu akibat darinpemberdayaan ialah 
berkembangnya outputndan pekerjaan (the increased 
output andmjob perfomance). Masyarakatnmampu 
bertanggungjawab pada pekerjaan mereka, mengaturnya 
agar berdasarkan kebutuhaneindividu dannkemudian 
penerapannya tidak ada campuretangan orangelain, 
yangnberakibat padaesemakin besarnyaeefektivitas (Foy, 
1994:12). Atas dorongan peningkatan kualitas, 
pemberdayaan juga sudahmmemberikan kontribusinya. 
Masyarakat yangidiberikan misiimanajemen mutuidan 
teknik,mketrampilan, danmmetodologi yang digunakan, 
telah menemukanmdan kepuasan yang besar dalam kerja 
mereka dengan mencari perbaikan. Perbaikan yang lazim 
atau terus-menerus adalah bagian dari bahasa banyak 
organisasi dan ia digunakan dari level paling bawah 
sampai paling atas. Masyarakat sekarang mempunyai 
target dan tujuan yang bernilai yang akan dikejar terlepas 
dari angka output setiap saat. Mereka dapat beroperasi di 
daerah-daerah yang mereka kenal baik, menghasilkan 
perbaikan sementara pada saat yang sama membuat 
pekerjaan mereka lebih menyenangkan. Pemberdayaan 
masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, 
komprehensif, dan simultan, sampai ambang batas 
tercapainya keseimbangan yang dinamis antara 
pemerintah dan yang diperintah.  
 
b. Jenis-jenis pemberdayaan  
1. Pemberdayaan Politikal 
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Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan 
bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah, 
seperti telah dikemukakan di atas. Melalui bargaining 
tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang 
merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan 
kepedulian, tanpa merugikan orang lain. Dengan 
demikian, pemberdayaan politikal bagi birokrasi 
pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan bargaining 
power yang diperintah (subkultur sosial/SKS) terhadap 
pemerintah (subkultur kekuasaan/SKK) sehingga mampu 
mengontrol SKK dengan efektif. 
2. Pemberdayaan Ekonomikal 
Pemberdayaannekonomi dimaksudkan sebagai 
usaha dalam mengembangkan kemampuan yang 
diperintah sebagai konsumeniuntuk berfungsiisebagai 
penanggung dampakinegatif pertumbuhan,ipembayar 
risiko salah urus, pemikulnbebannpembangunan, kambing 
hitam kegagalannprogram, dan penderita kerusakan 
lingkungan. Karenaeitu tujuanmakhir dari pemberdayaan" 
birokrasi pemerintahan secara ekonomikal adalah 
menyanggupi subkulktur sosiale/SKS atau yang diperintah 
untuk menggunakan produkibarang dan jasa yang 
diproduksi birokrasi pemerintahan sehingga yang 
diperintahkan bisa mengambil nilaiimanfaat sebanyak-
banyaknya. 
3. Pemberdayaan Sosial Budaya 
Pemberdayaan sosial budaya bertujuan 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui 
human investment guna meningkatkan nilai manusia 
(human dignity), penggunaan (human utilization) dan 
perlakuan seadil adilnya terhadap manusia. Dengan 
demikian, maksud dan tujuan utama pemberdayaan 
birokrasi pemerintahan dari aspek sosial budaya adalah 
mengintegrasikan SKS ke dalam kehidupan bangsa dan 




Pemberdayaan lingkungan dideinisikan sebagai 




antaraiyang diperintahidan lingkunganya terdahap  
hubunganisalingimenguntungkan. 
5. PemberdayaaniStruktural 
Dimaksudkan untuk membangun akses (struktur) 
kompatibilitas antara ketiga subkultur (SKE, SKK dan 
SKS) secara sinergis. Dari berbagai pemikiran tentang 
ruang lingkup pemberdayaan birokrasi pemerintahan di 
atas, dampak akhir yang bisa diukur adalah karakteristik 
birokrasi pemerintahan yang berdaya dan tangguh adalah 
birokrasi yang memiliki QWL (quality of work life) yang 
tinggi dan berorientasi kepada (a) participation in decision 
making, (b) career development program, (c) leadership 
style, (d) the degrees of stress experienced by employees, 
dan (e) the culture of the organization. Dengan demikian, 
kelima aspek itu perlu diberdayakan dalam birokrasi 
pemerintahan, baik dari dimensi kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan kewenangan maupun dukungan 
sumber daya manusia birokratnya. 
 
c. Pemberdayaan Khatib. 
1. Konsep Pemberdayaan Khatib. 
Pengertian pemberdayaan sudah banyak 
dijelaskan para pakar. Jika dilihatedari akarekatanya,: 
”daya”emerupakan kataedasar dannditambah 
awalane”ber”, artinya mempunyaiedaya. Dayaesama 
denganetenaga/kekuatan, jadi artiekata berdaya ialah 
memiliki tenaga/kekuatan. Berdasarkanmpenjelasan 
tersebutnpemberdayaan dapatndiartikan sebagaieupaya 




Jadi pemberdayaan Khatib secara konseptual 
dapat diartikan sebagai pemberian kekuatan/dayakepada 
para Khatib agar meningkat kompetensi keilmuannya, 
keterampilan dakwahnya dan wawasan pembangunan 
sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam 
pembangunan daerah. Konsep pemberdayaan khatib 
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tersebut merupakan pengembangan dari konsep 
pemberdayaan da’i dan teori  pemberdayaan masyarakat. 
 
2. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan 
Pengembangan (developing) merupakan salah 
satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan 
(couching) yang digunakan sebagai sarana untuk 
meningkatkan ketrampilan seseorang dan memudahkan 
penyesuaian terhadap pekerjaan dan kemajuan karier. 
Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk 
mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian 
serta ketrampilan para elemen dakwah agar proses 
dakwah berjalan secara efektif dan efisien.
75
 
Semangatmidakwah melaluimpendidikan unggul 
belum menyentuhnrealitas hidup umatnIslam, 
padahalestatistik umateIslam menunjukkanemayoritas. 
Bahkan beberapa umatmIslam terkesan “alergi” 
menyekolahkaneanaknya ke sekolaheIslam, dengan 
alasan kurangeberkualitas. Menyekolahkannanak saja 
tidak ingin, apalagi peduliemembangun pendidikan 
unggul untuk umateIslam. Hal ini ialah persoalan 
dakwah. Dakwahnbelum terwujud padantataran praktis-
empiris dalam karyaefaktual. Paraida’i tidak mampu 
menjadi lokomotifebagi pembangunanndan peningkatan 
umat Islam dan pendekatanedakwah kolektif yaitu 




Masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya 
(pengetahuan, sikap, ketrampilan) dan diberi kesempatan 
seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan didalam setiap 
kegiatan, sejak pengambilan keputusan perencanaan 
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Peraneyang dilakukan olehnpemberdayaan 
padanhakekatnya ialah guna memperkuatedaya 
(kemampuanndan posisintawar) supaya rakyat 
semakinmmandiri. Oleh sebab itu pemberdayaanndapat 
didedinisikan sebagaiiproses penguatanikapasitas. 
78
 
Penguatan kapasitas ini ialah penguatan 
kemampuan yang dimilikinoleh setiapnindividu 
(dalammmasyarakat), lembaga ataupun sistemnatau 
jejaringnantar individundan kelompok/organisasiesosial, 
dan pihaknlain diluaresistem masyarakat hingga pada 
aruseglobal. Penguatanekapasitas ialah proses 
peningkatan potensi individu, kelompok,eorganisasi 
danekelembagaan yangelain untuk mengerti dan 
melakukan pembangunanidalam artiiluas secara 
berkelanjutan. 
Sebagai proses pendidikan, kegiatan 
pemberdayaan masyarakat banyak sekali dilakukan 
melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan. 
79
 Kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai 
suatu proses pendidikan non formal atau pendidikan luar 
sekolah. Ini berarti bahwa kegiatan pemberdayaan 
masyarakat bukanlah kegiatan bersifat mendadak atau 
insidential, melainkan harus terencana.  
Pemberdayaan tersebut merupakanmproses 
yangmsifatmya menyeluruhiyaitu suatu proseseaktif 
antaraemotivator, fasilitatoredan kelompokemasyarakat 
yang perluediberdayakan pada pengembangan 
pengetahuan, keterampilan,mpemberian berbagai 
kemudahan, dan kesempatan dalam meraih jalan sistem 





merupakanmaspek pentingesebagai usaha dalam 
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mengembangkan kinerjanpegawainya. Begitunpula 
dalamnkehidupan dinmasyarakat sepertinpetani atau 
nelayan, kegiatanepelatihan, kursusetani, sekolah lapang, 
ataueistilah sejenis lainnya ialah aspekepenting dalam 




Pengembanganmkapasitas adalah sebuah bentuk 
pendekatan pembangunanedimana setiap pihak memiliki 
hakiyang samaiterhadap sumberedaya, dannmenjadi 
perencanaan pembangunannbagi diri mereka (Tonnyedan 
Utomo,e2003). Pengembangan kapasitas kuat 
hubungannya dengannkonsep pemberdayaan,mkarena 
padanintinya pengembanganikapasitas ialah juga 
pemberdayaan.   
Sumber daya manusia yang berkualitas 
cenderung memiliki perilaku yang baik yaitu didalam 
penguasaan ilmu dan teknologi, sikap, moral, budi 
pekerti, dan ketrampilan yang andal untuk melaksanakan 
pembangunan. Tetapi yang amat penting adalah adanya 
pengakuan akan pentingnya peranan sumber daya 
manusia yang berkualitas, serta menempatkan menjadi 
prioritas utama dalam perencanaan pembangunan baik 
pada level nasional maupun regional. Sementara secara 
umum diketahui, bahwa dakwah bertujuan mengubah 
perilaku manusia dan merupakan rangkaian kegiatan 
perubahan berencana untuk mencapai tujuan, yaitu 
masyarakat yang mandiri.  
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Jayanya atau suksesnya suatu dakwah memang 
sangat tergantung kepada pribadi dari pembawa dakwah 
itu sendiri, yang sekarang lebih popular kita sebut da’i. 
Apabila seorang da’i mempunyai kepribadian yang 
menarik akan berhasilah dakwahnya dan sebaliknya jika 
dia mempunyai kepribadian yang tidak menarik hati, 
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Setiapnmuslim ialah da’iedalam artinluas, sebab 
seluruh umat muslim mempunyai kewajiban 
menyampaikan ajarannIslam pada seluruheumat 
manusiae(QS Al-Nahl [16]: 125). Da’i ialah orangeyang 
melakukan dakwahmbaik lisan,ntulisan ataupun 
perbuatan yang dilaksanakan baikmsecara individu, 
kelompok, atau melalui organisasi/lembaga. Secara 
umum da’iejuga disebutedengan kata mubaligh (orang 
yang menyampaikaneajaran Islam). Namunnsebutan 
tersebut mempunyai konotasiesempit, sebab masyarakat 
cenderung mendefinisikannya sebagainorang yang 
menyampaikan ajarannIslam melaluielisan saja, seperti 






Kepada da’i sangat dianjurkan untuk memiliki 
pekerjaan sampingan atau pekerjaan tetap, agar tidak 
terikat dengan bantuan Jamaah. Namun dalam 
kenyataanya tidak semua da’i memiliki pekerjaan yang 
dapat menghidupkan diri dan keluarganya. Berbeda 
dengan di Malaysia, bahwa da’i khususnya Khatib 
dibiayai oleh pihak kerajaan. Meskipun belum 
mencukupi, namun mereka mempunyai gaji tetap.
85
 
Dalam kenyataan, umumnya da’i menerima 
penghargaan dari berdakwah di masyarakat. Hal itu 
menurut M. Natsir tidak dilarang dan tidak salah, yang 
dilarang adalah menjadikan dakwah sebagai mata 
pencaharian, hingga menentukan tarif atau meminta 
bayaran dari aktifitas dakwahnya.  
Etika dakwah yang diajarkan Al-Qur’an adalah 
menyampaikan dakwah tanpa meminta imbalan, bahkan 
tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah. Akan 
tetapi tentu saja wajar para da’i diberi imbalan demi 
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meningkatkan kualitas hidup dan dakwahnya tanpa harus 




4. Organisasi/ Kelembagaan 
Kelembagaan didefinisikan dengan sangat 
beragam. Ada yang memandang kelembagaan 
merupakan suatumtata kelakuan dan berpusatepada 
kegiatan-kegiatan memenuhi kompleksitasekebutuhan 
khusus dalamemasyarakat. Kelembagaanemerupakan 
suatuekompleks atau suatu sistemmperaturan-peraturan 
danmadat istiadatnyang mempertahankanenilai-nilai 
yang dianggapepenting. 
87
 Kelembagaan mempunyai 
tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan 
untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling 
penting. (Polak, 1996).  
Mengingat peran lembaga sosial keagamaan serta 
lembaga pendidikan agama dan keagamaan cukup 
strategis, salah satu prioritas pembangunan agama ke 
depan adalah terus meningkatkan kualitas lembaga 
tersebut
88
. Para juru dakwah melakukan advokasi dan 
pengorganisasian masyarakat  terhadap suatu kasus yang 
terjadi di daerahnya agar nasib para petani, nelayan, 
buruh dan kaum tertindas lainnya didampingi.  
Hayami dan Kikuchi (1981), mengartikan 
kelembagaan sebagainunsur perangkatnumum yang 
dipatuhi olehnanggota sebuah komunitasm(masyarakat). 
Kelembagaanmtidak cukup hanya pada pembentukan 
lembaga-lembaga yang dibutuhkan, tapi jauhelebih 
pentingidari pembentukannya adalah seberapa jauh 
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Secara sederhana organisasi adalah suatu 
kerjasama sekelompok orang untuk mencapai suatu 
tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan 
peraturan yang ada. Organisasi adalah suatu wadah atau 
tempat untuk melakukan kegiatan bersama agar dapat 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 
90
Kesimpulannya suatu pengembangan masyarakat yang 
tentunya mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan 
tertentu membutuhkan organisasi didalamnya agar bisa 
tercapai tujuan tersebut. Sekiranya kelembagaan agama 
berfungsi sebagai organisasi yang berbentuk, jelas 
terdapat hubungan yang positif antara aktivitas penyuluh 
agama dengan kelembagaan agama dengan pengembangan 
masyarakat Islam serta pembangunan daerah
91
 
Dalam pengembangan masyarakat, komponen 
sistem sosial lain harus diperhatikan adalah adanya 
lembaga-lembaga formal maupun non formal. Sebagai 
bagian dari sistem sosial masyarakat, maka bila 
masyarakat dikembangakan, kelembagaan yang ada 





5. Sarana Prasarana 
Tidak banyak penulis buku ilmu dakwah yang 
menguraikan tentang logistik dakwah. Padahal urgensi 
logistik dakwah dalam kegiatan dakwah sepadan dengan 
metode dakwah dan media dakwah, yakni sebagai unsur 
sekunder dari kegiatan dakwah. Hampir setiap kegiatan 
dakwah tidak bisa mengelak dari logistik dakwah, betapa 
pun kecilnya. Luputnya pembahasan  logistik dakwah, 
boleh jadi karena merupakan bagian dari kajian ilmu 
ekonomi atau ilmu manajemen (mesin adalah salah satu 
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unsur manajemen). Selama ini, kajian dakwah terfokus 
penyampaian pesan dari pendakwah kepada mitra 
dakwah. Ketika pendakwah menyampaikan dakwah 
konseling, tentu ia memerlukan tempat, ruangan, buku 
catatan, alat tulis, meja, kursi dan sarana pendukung 
lainnya. Barang yang disediakan untuk kegiatan dakwah 
dapat berupa: sarana prasarana, dana, informasi, alat 




Al- Qardhawi, adalah seorang ulama dan da’i 
dalam arti yang luas. Ia tidak hanya memberi ceramah 
atau pidato, tetapi membangun agama dan peradaban 
Islam melalui aktivitasnya yang amat luas, ya ceramah, 
memberi kuliah, menjadi pembicara seminar, menulis 
buku, membangun ekonomi umat, mengawal 
pemerintahan yang adil, serta melakukan pemihakan 
kepada kelompok sosial yang lemah dan tidak beruntung 
(Mustadh’affin). Semua aktivitas ini dilakukan dalam 
kerangka dakwah. Inilah paradigma dakwah yang 
didalamnya terkandung makna (ide) sivilisasi, yaitu 
pengembangan budaya, masyarakat, dan peradaban Islam 
dalam rangka terbentuknya masyarakat Islam the best 
ummah atau khairu ummah (QS. Ali Imran[3] : 10). 
Dalam dakwahnya dengan spektrum yang luas itu, al-
Qardhawi menggunakan dan memanfaatkan semua alat 
dan media dakwah yang ada mulai dari media lisan 
(mimbar), cetak (tulisan), elektronik seperti radio, tv, 
video dan film. Pada era baru, era milenial sekarang ini, 
al-Qardhawi adalah ulama yang paling awal mendorong 
umat Islam di semua negeri Islam agar berdakwah 
dengan memanfaatkan internet dan media sosial. 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang 
memunculkan penggunaan komputer dan internet, serta 
media sosial dinilainya sebagai anugerah  dari Allah 
SWT yang patut di syukuri dengan memanfaatkannya 
untuk kepentingan dan kemajuan dakwah. 
94
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Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan 
dakwah, maka perlu pengadaan perpustakaan masjid, 
penyediaan brosur dan majalah dinding. Ketersediaan 
sarana dan media tersebut diharapkan dapat menolong 
jama’ah untuk meningkatkan budaya baca. Membaca 
merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan 
dan ilmu. tentang pentingnya membaca tidak diragukan 
lagi, bahkan wahyu pertama diterima oleh Nabi 






Kegiatan dakwah secara organisatoris maupun 
secara individual tidak lepas dari unsur sumberedaya 
manusiae(SDM),idalam haleini ialah da’i. Dalam 
konteks organisasi, SDM berperan sebagai pelaksana 
roda organisasi, sedangkan dalam konteks kegiatan 
berperan sebagai pelaksana kegiatan dakwah yang telah 
direncanakan. Dalam konteks organisasi untuk 
mengembangkan dakwah perlu membina dan 
mengembangkan kemampuan organisatoris SDM. Hal 
yang perlu disiapkan adalah membekali SDM yang ada 
tentang kemampuan manajerial, administrasi organisasi, 
jaringan kerja (networking), work planning, serta 
legalitas keorganisasian. Pengembanganedalam haliini 
dapat dilaksanakan denganimengadakan pelatihan 
keorganisasian, pengkaderan,mnpelatihan administrasi 





d. Pemberdayaan berbasis dakwah 
Antara dakwah danmipemberdayaan masyarakat 
sebenarnya mempunyai keterikatan yangecukup signifikaan 
bahkan secaraeterperinci dapatmjuga disebutkan bahwa 
dakwah sebetulnya adalah proses pemberdayaan 
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Sedangkan prinsip pemberdayaan adalah 
pemutusan mata rantai ketergantungan, proses pembelajaran 
berkesinambungan, pengaktualisasian potensi yang dimiliki 
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas 
dakwah, jika begitu harus bertujuan untuk meningkatkan 
potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup 
yang lebih baik bagi seluruh masyarakat melalui kegiatan 
swadaya.  
Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan 
kualitas SDM perlu mendapat prioritas dalam semua kegiatan 
dakwah. Memberdayakan masyarakat bertujuan mendidik 
masyarakat agar mampu mendididk diri mereka sendiri atau 
membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka 
sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha dakwah 
pemberdayaan adalah terciptanya masyarakat yang mandiri, 
berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola 
pikir yang kosmopolitan.  
Dakwah pada dasarnya merupakan suatu usaha yang 
dialakukan secara sadar dan disengaja oleh pelaku dakwah 
(da’i) untuk memberikan motivasi kepada individu atau 
kelompok (sasaran dakwah) untuk mencapai tujuan yaitu 
bahagia dunia dan akherat. 
Dakwah diharapkan mampu menumbuhkan etos kerja 
yang ditekankan pada sikap, perilaku dan kegiatan-kegiatan 
nyata yang secara interaktif mendekatkan masyarakat pada 
kebutuhannya, yang secara langsung atau tidak langsung 
dapat mempengaruhi keberagaman. Dakwah yang 
memberdayakan masyarakat jika kebutuhan digali oleh 
motivator dakwah (kader, da’i, khatib) bersama-sama dengan 
kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Pemecahan 
masalah direncanakan dan dilaksanakan oleh kader bersama 
dengan kelompok sasaran. Dengan demikian perencanaan 
tidak dilakukan top down tetapi bottom up. 
Efektivitas dakwah mempunyai dua strategi yang 
saling mempengaruhi keberhasilannya. Pertama; peningkatan 
kualitas keberagaman, Kedua; dengan mendorong terjadinya 
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 Ini berarti memerlukan pendekatan 
partisipatif di samping pendekatan kebutuhan. Pendekatan 
partisipatif menghendaki sasaran dakwah dilibatkan dalam 
perencanaan dakwah, bahkan dalam penggalian 
permasalahan dan kebutuhan. Disinilah akan tumbuh dimensi 
ide dan gagasan baru, dimana para da’i berperan sebagai 
pemandu dialog-dialog keberagaman yang muncul dalam 
mencari alternative pemecahan masalah.  
 
e. Partispasi Dalam Pemberdayaan. 
Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa partisipasi 
masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
99
 
Partisipasinadalah suatu konsepnsentral, dannprinsip 
dasarndari pengembanganmmasyarakat sebab diantara 
banyak jenismpartisipasi terhubung eratedengan gagasan 
HAM. Dalamepengertian iniepartisipasi ialah sebuah 
tujuanidalam dirinyaisendiri, maka partisipasiimengaktifkan 








1. Partisipasieadalah kontribusiesukarela dariemasyarakat 
pada kegiatan tanpa ikut serta dalam pengambilan 
keputusan. 
                                                          
98
 Dedeh Maryani, op.cit h. 178 
99
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
h.7 
100
 Jim Ife, Frank Tesoriero, community development,(Pustaka Pelajar, 
2016) h. 295 
101
 Ahmad Suhaimi, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, 




2. Partisipasiiadalah” pemekaan” pihakimasyarakat untuk 
meningkatkan kemauanimenerima kemampuaniuntuk 
menanggapiiproyek –proyek pembangunan.i 
3. Partisipasimadalah keikutsertaan sukarelanoleh 
masyarakat dalam perubahaniyang ditentukan diri sendiri 
4. Partisipasi adalah suatunproses yangnaktif yang 
mengandung makna jika orangeatau kelompoknyang 
terhubung, mengambileinisiatif  dan menggunakan 
kebebasannya untuk melakukanihal tersebut. 
5. Partisipasieadalah penyempurnaan dialogiantara 
masyarakat setempat denganipara stafiyang melakukan 
persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, supaya 
mendapat informasinmengenai konteksnlokal dan 
dampak-dampakisosial. 
6. Partisipasieadalah keikutsertaan masyarakatidalam 
pembangunanidiri, kehidupanidan lingkunganimereka. 
Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pada 
dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan 
keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan 
proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat 
dalam pemberdayaan adalah kerjasama antara masyarakat 
dengan pemerintah dan swasta dalam merencanakan, 
melaksanakan dan membiayai pemberdayaan. 
102
 
Menurut Chambers 1983, (dalam Bambang 
Budiwiratno): 
Development efforts can have meaningful effects 
only when practitioners reverse their roles, learn 
from community members, and value people’s active 
participation to seek local knowledge in the froms of 
experiences, understandings,  and aspiration of 
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Istilahepartisipasi dijelaskan dalam beragam 
kegiatannterutama kegiatannpembangunan. Hal tersebut 
disebabkan oleh istilah partispasi (participation) yang artinya 
haleturut berperaneserta pada suatuekegiatan, keikutsertaan, 
peraneserta. Sebenarnya partisipasi berarti peran serta 
seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses 
pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam 
bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa 
pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau meteri, serta 
ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. 
Memang pada dasarnya, partisipasi merupakan sikap 
keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. 
Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan 
atau perubahan yang akan dihasilkan dalam satu 
pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. 
Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang 
dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan. 
 
f. Capacity Building 
1. Pengertian Capacity building 
Sebagian ilmuwan memaknai pembangunan 
kapasitas sebagai capacity development atau capacity 
strengthening mengisyaratkan suatu prakarsa pada 
pengembangan kemampuan yang sudah ada (existing 
capacity). Sementara yang lain lebih merujuk pada 
contructing capacity sebagai proses kreatif membangun 
kapasitas yang belum nampak (not yet exist). Jadi 
pembangunan kapasitas (peningkatan kapasitas) 
merupakan upaya yang dimaksudkan untuk 
mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan 
efficiency, effectiveness dan responsiveness kinerja 
organisasi
104
. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Grindle (1997, 6-22): 
“Capacity building is intended to ecompass a 
variety of strategies that have to do with increasing 
the efficiency, effectiveness, and responsiveness of 
government performance”. 
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Pembangunan kapasitas adalah upaya yang 
dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam 
strategi yang dapat meningkatkan effisiensi, efektivitas 
dan responsivitas dari kinerja pemerintahan. Dimana 
pembangunan kapasitas dilakukan meliputi tiga dimensi 
yakni: pengembangan sumber daya manusia, penguatan 
organisasi dan reformasi kelembagaan. 
Pembangunan kapasitas umumnya dipahami 
sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun 
individu dalam mengembangkan keahlian dan ketrampilan 
yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
mereka. Program peningkatan kualitas seringkali didesain 
untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi 
pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan 
keputusan-keputusannya secara efektif. Pengembangan 
kapasitas bisa meliputi pendidikan dan pelatihan, 
reformasi peraturan dan kelembagaan dan juga asistensi 
finansial, teknologi dan keilmuan 
105
.   
SementaraiWorldiBank mengutamakan perhatian 
pembangunan kapasitasipada:  
a. Pembangunan sumberndaya manusia;ntraining, 
rekruitmenedan peningkatan pegawaiiprofessional, 
manajerialidaniteknis. 
b. Keorganisasian; yakni pengaturanestruktur, proses, 
sumberedaya serta gayaimanajemen 
c. Jaringanekerja (network); berupankoordinasi, 
aktifitasnorganisasi, fungsiinetwork, sertaiinterksi 
formalidan informali 
d. Lingkungannorganisasi yakni aturann(rule) dan 
undang-undang (legislation)iyang membina pelayanan 
publik, tanggungijawab dan kekuasaaniantara 
lembaga, kebijakaniyang menjadiihambatan oleh 
developmentitasks, juga dukunganikeuangan 
danianggaran. 
e. Lingkunganekegiatan lebiheluas, seperti 
faktorepolitik, ekonomi dan keadaan-keadaan yang 
mempengaruhiikinerja. 
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SedangkaniUNDP mementingkan padaitiga dimensiiyaitu: 
a. Tenagankerja (dimensinhumaneresources), yakni 
kualitasnsumber dayaimanusia dan caraisumber 
dayaimanusia di manfaatkan. 
b. Model (dimensi fisik), menyangkut sarana material, 
peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang 
atau gedung. 
c. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, 
fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, 
pengendalian, dan evaluasi, komunikasi serta sistem 
informasi manajemen. 
Kapasitas organisasi (capacitymbuilding) juga 
didefinisikan sebagai suatu prosesnpenilaian untuk 
mengembangkan potensi individu, kelompok,eorganisasi, 
kesisteman,ekomunitas atau masyarakatedalam 
halemenganalisa lingkungan internal daneeksternal, 
mengidentifikasi masalah, kebutuhan-kebutuhan, berita-
berita dan kesempatan, memformulasikannstrategi dalam 
mengatasiemasalah, berita-berita dan kebutuhan-
kebutuhan tersebut, serta memanfaatkan segala 
kesempatan yangirelevan, membuat suatu rencanaeaksi 
sertaemengumpulkan dan menggunakanmsecara efektif 
dan efisienmsumber dayamyang berkesinambungan untuk 
mengimplementasikan, memonitormdan mengetahui 
rencana aksiitersebut. 
Kapasitas adalah kemampuan individu dan 
organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan 
berkelanjutan. Kapasitas juga dapat diartikan dalam 
konteks sistem dimana suatu entitas bekerja untuk 
mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-
aturan baku tertentu (UNDP, 1998). Kapasitaseorganisasi 
(capacity building) diartikan sebagai suatu proses 
penilaian dalam mengembangkan potensi individu, 
kelompok, organisasi, ikesisteman, komunitas atau 
masyarakat pada hal:  
a. Menganalisailingkungan internalidan eksternall 
b. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan-kebutuhan, 




c. Memformulasikanestrategi dalam menyelesaikan 
masalah, berita-berita danmkebutuhan-kebutuhan 
tersebut, serta memanfaatkan beragam kesempatan 
yang irelevan. 
d. Membentuk suatu rencanamaksi serta mengumpulkan 
dan menggunakanmsecara efektif dan efisien sumber 
daya yang berkesinambungan untuk mengimple-
mentasikan, memonitor dan mengetahui rencana 
aksiitersebut. 
Sedangkan tujuan utama capacity building adalah:  
a. Meningkatkan kompetensi SDM 
b. Mensinergikan setiap unit dalam organisasi 
c. Mempererat sistem dalam lembaga. 
2. Dimensi Pembangunan Kapasitas dan Faktor Yang 
Mempengaruhinya  
Pada dasarnya pembangunan kapasitas meliputi 
tiga dimensi yaitu: pengembangan sumber daya manusia, 
penguatan organisasi, serta reformasi kelembagaan. 
Pembahasan mengenai ketiga dimensi pembangunan 
kapasitas tersebut berkaitan dengan fokus dan jenis 
aktivitas pembangunan kapasitas.  
a. Dimensi pengembangan sumber daya manusia 
dengan fokus ketersediaan tenaga professional dan 
personal teknis dengan jenis aktifitas seperti 
pelatihan, sistem upah dan rekruitmen.  Sumber daya 
manusia adalah faktor sentral dalam suatu 
organisasi. Apapun bentuk serta tujuannnya, 
organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk 
kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan 
misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi 
manusia merupakan faktor strategis dalam semua 
kegiatan institusi atau organisasi. Menurut Schuler 
dan Youngblood (1986), pengembangan sumber 
daya manusia pada suatu organisasi akan melibatkan 
berbagai faktor seperti: pendidikan dan pelatihan, 
perencanaan dan manajemen karier, peningkatan 
kualitas produktivitas serta peningkatan kesehatan 
dan keamanan kerja.  
b. Dimensimpenguatan organisasimdengan tetap 




kinerjantugas dannfungsi dengan jenis kegiatan ialah 
pemanfaatan personil, kepemimpinan dan 
komunikasi. Cara penguataneorganisasi yang 
direkomendasikan secaraeluas dalam mencapai 
tujuan yang diharapkan ialah lewat aktifitas-aktifitas 
sebagai berikut: meningkatkanmrekruitmen dan 
pemanfaatanmstaf, mengenalkan sistemminsentif 
yangmlebih tepat, merekonstruksimpekerjaan dan 
hubungan kewenangan, memperbaikinaliran 
informasi dan komunikasi,nmeng-upgrade sumber 
daya fisik, mengenalkan praktek-praktek manajemen 
yang semakin baik, desentralisasieserta membuka 
proses-proses pengambilanikeputusan. 
c. Sedangkan dimensi reformasi kelembagaan berfokus 
pada persoalan institusi dan sistem, dengan jenis 
aktifitas antara lain perubahan kebijakan, dan 
reformasi konstitusional. Sering kita terperangkap 
pada pemahamaniyang keliru mengenai artiiinstitusi 
dannorganisasi. Hal tersebut memungkinkan 
terjadiekarena dalam beberapaeliteratur ilmuesosial, 
seringiterjadi inkonsistensiidalam membedakan 
antara organisasiedan institusiisendiri. Institusiiatau 
lembaga hampir sering disamakanndengan 
organisasi,nsebagai sebuah tempat juga 
sekumpulannorang yang mempunyai bentuk 
konkretedan formal, namun lebih daripada 
itueinstitusi juga dapat merupakannkumpulan nilai 
yang tentunyambersifat abstrak. Menurut 
Tampubolon (1977-4), istilahiinstitusi dalam 
pandangan keilmuwan, mempunyai arti yangiluas. 
Institusi mempunyai makna ganda. Pertamaeinstitusi 
merupakanepola tingkahelaku yangirasional 
danirutin. Keduaesebagai organisasi yang 
mempunyai ciriekhusus yangimemasukkan, 
meningkatkan dan melindungimhubungan normative 
dari padamtindakan, serta melakukanmfungsi 
danmjasa yang dilihat bernilaimbagi lingkungannya. 
Pendapatelain (Mubiyarto, 1988:11) memberikan 
definisi institusi sebagai “wadah” bagi semua usaha 




membantu tugas-tugas pemerintah dalam rangka 
mengembangkan masyarakat swadaya, swakarya, 
menuju masyarakat swasembada. Konsepnkapasitas 
kelembagaann(institutionalmcapacity) sudah 
berevolusi selama bertahun-tahunedan merupakan 
sasaran yang selalu berubahidari fokusepada 
peningkatan dan penguataneindividu, organisasiidan 
penyediaaneteknik dan manajemenepelatihan guna 
mendukung perencanan yangeintegral daneproses 
pembuatanekeputusan antar lembaga. 
 
g. Pembangunan 
1. Pengertian Pembangunan 
Pembangunan (development) adalah proses 
perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti 
politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan 
dan teknologi, kelembagaaan, dan budaya (Alexander, 
1994).
106
 Prote (1976) mendefinisikan pembangunan 
sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. 
Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan 
untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan 
masyarakat.
107
 Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1997), 
memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu 
sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik 
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
108
 
Micahael P. Tidaro (1992) mengungkapkan 
pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi 
jamak yang melibatkan perubahan perubahan besar 
dalamstruktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga-
lembanga nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, 
pengurangan ketidakmerataan, pemberantasan kemis-
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 Coralie Bryant dan Lousie White 
dalam Ndraha (1990) berpendapat bahwa pembangunan 
adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia 
guna mempengaruhi masa depannya.
110
 
Menurut Korten sebagaimana diulas kembali 
oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto 
(2013), konsep pembangunan berpusat pada rakyat 
memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber 
daya pembangunan yang utama dan memandang 
kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai 
tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.
111
 
Menurut Nasikun dalam Totok Mardikanto dan 
Poerwoko Soebianto (2013;80), paradigma 
pembangunan yang berbasis masyarakat tersebut 
berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama 
dan pertama dilakukan atas inisiatif dan dorongan 
kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus 
diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan 
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, 




Aspek penting dalam suatu program 
pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah 
program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu 
menjawab kebutuhan dasar  masyarakat, mendukung 
keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang 
terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, 
memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan 
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ketergantungan serta berkelanjutan. Komitmen 
pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk 
dukungan dana dan sumber daya pendukung lainnya 




Sedangkan pembangunan (development) secara 
umum identik dengan proses perubahan yang 
direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah 
yang lebih baik. Pembangunan adalah upaya mencapai 
kemajuan bagi umat manusia. Secara umum 
pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian 
dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. 
Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan 
kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata 
kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, 
pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan 
martabat dan harga diri (Susanto, 2008). 
Pengertian pembangunan memiliki beragam 
definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan 
berbeda oleh para ahli. Namun secara umum 
pembangunan merupakan proses untuk melakukan 
perubahan (Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah, 
2005). Siagian (1994) memberikan pengertian tentang 
pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka 
pembinaan bangsa (nation building). Sedangkan 
Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian 
lebih sederhana yaitu pembangunan sebagai suatu 
proses perubahan kearah lebih baik melalui upaya yang 
dilakukan secara terencana. 
Kemudian Tikson (2005), menyebutkan bahwa 
pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai 
transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja 
melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang 
dinginkan.  
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Dengan demikian, proses pembangunan terjadi 
di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, 
budaya dan politik yang berlangsung pada level makro 
(nasional) dan mikro (community/group). Makna 
penting dari pembangunan adalah adanya 
kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan 
diverifikasi. 
Pembangunan merupakan suatu proses yang 
menuntut sekaligus menghasilkan perubahan
114
. Kalau 
tadinya bertani menurut kebiasaan lama yang turun-
temurun, kini menggunakan bibit baru, yang 
memerlukan cara-cara yang juga tidak lagi sepenuhnya 
sama dengan yang dulu. Bertani yang sekarang 
menuntut petani memahami kegunaan berbagai jenis 
pupuk, menggunakannya menurut ukuran dan waktu 
yang tepat. Semuanya itu, merupakan pengetahuan dan 
ketrampilan baru yang harus dikuasai agar seorang 
berhasil memperbaharui caranya ia bertani. Lantas 
bagaimanakah caranya agar setiap petani menguasai 
pengetahuan dan ketrampilan baru yang dimaksudkan? 
Tentunya mereka harus diajari, dilatih, dan di bimbing 
hingga mampu melakukan sendiri, tidak lagi tergantung 
dengan orang lain. Dengan begitu mereka menguasai 
ketrampilan yang dituntut oleh terjadinya perubahan 
keadaan. Contoh di bidang-bidang lainnya tentu dapat 
anda temukan dengan mudah. 
Contoh di bidang kesehatan, bahwa setiap 
anggota masyarakat. mereka diajari bagaimana cara 
hidup sehat, bagaimana memelihara dan merawat 
kesehatan anak sejak dari kandungan, sesudah bayi 
lahir apa yang harus dilakukan agar pertumbuhannya 
sehat dan cerdas. Kemudian masyarakat dapat rutin 
melakukan cek kesehatan, menghilangkan kebiasaan 
merokok, rutin beraktifitas fisik, mengkonsumsi sayur 
dan buah, tidak mengkonsumsi alkohol, penggunaan 
jamban yang sehat dan kebersihan lingkungan. Disini 
perlu adanya peran Khatib sebagai inovator 
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pembangunan, yang mampu mengajak, mengajari, 
melatih, dan membimbing hingga masyarakat mampu 
dan mandiri untuk hidup dan sehat. Oleh karenanya 
peningkatan kemampuan dan ketrampilan Khatib perlu 
dilakukan agar perannya di masyarakat semakin 
terlihat. 
Konsep manajemen pembangunan daerah 
bersumber dari manajemen pembangunan dan 
pembangunan regional. Manajemen pembangunan 
adalah suatu sistem pembangunan yang dimulai dari 
sistem pengelolaan data dan informasi pendukung 
kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan 
penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan 
pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, 
sistem evaluasi dan pemantauan pembangunan, dan 
system hasil pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan.
115
 
Menurut Nurman, secaraeumum pembangunan 
daerah ialah sebuah prosesndimana pemerintahedaerah 
dan seluruhekomponen masyarakatmmengelola 
beragam sumber daya yangmada dan membentukisuatu 
pola kemitraan untukimenciptakan suatuilapangan kerja 
baru dan merangsang pengembanganekegiatan ekonomi 
dalam daerahntersebut amatetergantung dari masalah 
fundamentalnyang dihadapiioleh daerah tersebut. 
Arsyad (1977) mendefinisikan pembangunan 
daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah 
dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 
daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan 
kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi 
dengan daerah tersebut.  
Dengan desentralisai daerah diberi kewenangan 
yang seluas luasnya disertai dengan pemberian hak dan 
kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pemba-
gian urusan antara pemeritah pusat dan pemerintah 
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daerah yang otonom. Urusan wajib untuk pemerintahan 
kabupaten/kota meliputi: 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata 
ruang 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat 
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 
5. Penanganan bidang kesehatan 
6. Penyelenggaraan pendidikan 
7. Penanggulangan masalah sosial 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 
9. Fasilitas pengembangan koperasi dan UKM 
10. Pengendalian lingkungan hidup 
11. Pelayanan pertanahan 
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 
13. Pelayanan administrasi pemerintahan umum 
14. Pelayaanan administrasi penananman modal 
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan peraturan 
perundang-undangan. 
 
2. Inovasi Pembangunan.  
Sedangkan arti kata inovator sendiri menurut 
Rogers dan Shoemaker(1971) adalah mereka yang 
memang sudah pada dasarnya menyenangi hal-hal baru, 
dan rajin melakukan percobaan-percobaan. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa Khatib sebagai inovator 
pembangunan adalah Khatib yang memiliki ide-ide, 
tindakan dan gagasan-gagasan baru dalam melaksanakan 
pembangunan. Juga dapat dimaknai bahwa Khatib 
sebagai agen pembaharuan dan perubahan dalam 
pembangunan daerah . 
Secara etimologi, kata inovasi berasal dari bahasa 
Latin “innovatus” yang berarti pembaruan dan 






Inovasi berasal dari 
bahasa latin “innovatus” yang berarti memperbarui.  
Rogers,
117
 mendefinisikan inovasi sebagai 
gagasan, tindakan, atau praktek yang dianggap baru oleh 
seseorang atau khalayak. Kata Inovasi dapat diartikan 
sebagai proses dan atau ”hasil” pengembangan dan 
pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan 
(termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman 
untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang 
dan/atau jasa),  proses dan sistem yang baru, yang 
memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan 
(terutama ekonomi dan sosial).  
Sementara pakar lain mendefinisikan inovasi 
sebagai gagasan, tindakan, atau praktek yang dianggap 
baru oleh seseorang atau khalayak.Dalam konteks itu, 
jika mengacu pada regulasi mengenai inovasi di 
Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor: 18 
Tahun 2002, yang menyatakan inovasi sebagai kegiatan 
penelitian, peningkatan, dan/ataueperekayasaan yang 
bertujuan mengembangkan penerapanipraktis nilaiidan 
konteksi lmu pengetahuaniyang baru,eatau teknik baru 
untuk menerapkaneilmu pengetahuanedan teknologi 
yang sudah adaeke dalamiproduk atau proseseproduksi. 
Sementara Undang-UndangnNomor: 23 Tahunn2014 
mendefinisikan inovasi sebagai semua bentuk 




3. Komunikasi Pembangunan 
Posisi komunikasi dan pembangunan ibarat dua 
mata uang yang saling mendukung, tidak bisa 
dipisahkan
118
. Secara konseptual komunikasi dan 
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pembangunan memandang perubahan sebagai proses 
sosial yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. 
Komunikasi merupakan salah satu alat untuk 
mensosialisasikan program-program pembangunan. 
Diharapkan dengan komunikasi yang tepat, target-target 
pencapaian pembagunan dapat langsung bisa sampai 
kemasyarakat dan masyarakat bisa tahu kebutuhan 
pembangunan selanjutnya. Definisi mengenai pengertian 
komunikasi pembangunan sangat beragam. Menurut 
Peterson (2000), komunikasiepembangunan ialah upaya 
yang teroganisir untukemenggunakan prosesekomunikasi 
dan media dalam mengembangkan tarafesosial dan 
ekonomi, yang secaranumum berlangsungndalam Negara 
berkembang. Berkaitan denganmPeterson, Quebral 
(1973) memandang komunikasindalam pembangunan 
merupakan sebuah tindakannyang bersifatnpragmatis 
maka diaemerumuskan komunikasiepembangunan ialah 
komunikasi yangndilakukan dalam melaksanakan 
rencana pembangunan suatu negara.  Sedangkan rumu-
san yang lebih sederhana lagi di kemukakan oleh 
Widjaja A.W dan Hawab, serta Arsyik (1987). Mereka 
mengartikan komunikasi pembangunan sebagai 
komunikasi yang berisi pesan-pesan (message) 
pembangunan. Konsepekomunikasi pembangunanidapat 
dilihatedalam artieluas dan terbatas
119
. Dalamiarti 
luasnkomunikasi pembangunannmeliputi perannfungsi 
komunikasi (sebagai sebuah kegiatan pertukaranmpesan 
dengan timbalmbalik) antara seluruh pihaknyang terlibat 
dalam usaha pembangunan; terutamanantara masyarakat 
danmpemerintah, ketika darinproses perencanaan, lalu 
pelaksanaan, dan penilaian terhadapepembangunan. 
Sedangkan dalamnarti sempit, komunikasi pembangunan 
ialah segala usaha danecara, sertaeteknik penyampaian 
gagasan dan ketrampilan-ketrampilan pembangunan 
yang berasal dari pihakiyang memelopori pembangunan 
dan ditujukannkepada masyarakatmluas. Aktivitas 
tersebutebertujuan supaya masyarakateyang ditujuedapat 
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mengerti, menerimaedan berpartisipasiedalam 
melaksanakanegagasan-gagasan yangedisampaikan. 
Untuk itu kegiatan-kegiatan komunikasi sosial 
dan pembangunan yang bersifat timbal balik harus 
dikembangkan antara pemerintah dan masyarakat, antara 
masyarakat dan pemerintah, dan antara golongan-
golongan dalam masyarakat sendiri. Disini sudah jelas 
bahwa antara pemerintah dan para Khatib adalah saling 
membutuhkan. Pemerintah ini harus berdampingan 
dengan para Khatib karena bila ditinggalkan atau 
dianggap sepele maka pembangunan itu tidak akan 
mudah tercapai. 
Komunikasi pembangunan merupakan cara yang 
harus ditempuh untuk membangkitkan dan 
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan.
120
 Tujuan komunikasi pembangunan 
antara lain: menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi, menginformasikan tentang adanya 
kesempatan bagi masyarakat untu berpartisipasi, 
menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat 
untuk berpartisipasi. 
4. Pesan-Pesan Pembangunan 
Partisispasi masyarakat dalam pembangunan itu 
sangatlah penting. Peran khatibtidak hanya 
menyampaikan pesan tentang keagamaan saja 
melainkan juga pesan pesan pembangunan. Pesan 
pembangunan dapat disampaikan melalui isi khutbah 
jum’atnya ataupun dalam interaksi sosial di 
masyarakat.  Pemberdayaan khatibdalam bentuk 
penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat 
adalah langkah awal dari proses pemberdayaan 
masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu proses 
memberikan kekuatan atau daya kepada masyarakat 
agar mampu menolong dirinya sendiri untuk 
meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya. Disitulah 
peran Khatib dapat masuk mengingat memiliki posisi 
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yang strategis dan sentral di masyarakat. Setelah 
masyarakat mendengar pesan pembangunan diharapkan 
mampu melihat kekurangan-kekurangan dirinya sendiri 
dan berupaya untuk memperbaikinya sehingga dapat 
meningkatkan kualitas hidupnya. 
Khatib pembangunan adalah khatib yang 
memiliki kemampuan dalam penyampaian pesan pesan 
pembangunan. Pembangunan perlu diinformasikan 
kepada masyarakat, karena pembangunan pada 
pokoknya untuk mengubah kehidupan seluruh 
masyarakat. Proses dakwah dan proses komunikasi 
memiliki persamaan, akan tetapi sebagian ada yang 
menganggap bahwa proses dakwah dengan komunikasi 
berbeda. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian 
muncul beragam pandangan masyarakat mengenai dua 
masalah ini (dakwah dan komunikasi). Banyak orang 
yang mendefinisikan bahwa proses dakwah merupakan 
bagian dari komunikasi, namun tidak sedikit pula orang 
yang memberikan pendapat bahwa komunikasi itu 
merupakan bagian dari (proses) dakwah. 
121
 
Pesan-pesan pembangunan yang disampaikan 
oleh fasilitator haruslah mampu mendorong atau 
mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang 
memiliki sifat ‘pembaruan’yang biasa disebut dengan 
istilah innovativeness. Rogers dan Shoemaker (1997), 
mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktek-
praktek baru, atau obyek yang dapat dirasakan sebagai 
sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat 
sasaran penyuluhan. 
Pembangunan adalah proses perubahan yang 
terencana. Dalam konsep pembangunan komunikasi 
merupakan bagian dari perubahan sosial. Komunikasi 
juga merupakan bagian dari interaksi setiap anggota 
masyarakat dalam suatu sistem sosial. Disisi lain 
realitas kehidupan zaman modern, komunikasi sudah 
menjadi kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat, 
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untuk berinteraksi dan membangun networking dengan 
komunitas antar dan diluar komunitas mereka. 
Komunikasi pembangunan berarti proses penyampaian 
pesan kepada pelaku pembangunan untuk berpartisipasi 




Dakwah pada dasarnya merupakan suatu proses 
komunikasi (Abdul Pirol, 2018). Komunikasieantar dua 
arah, yangnmengajak danndiajak dannyang menerima 
ajakan. Hal tersebut tergambaripada definisiidakwah 
sendirieyang mencerminkanesebuah aktifitas yang 
membawa duaeorang (komunikatoresebagai subjekedan 
komunikan sebagaieobjek) dalamepenyampaian suatu 
pesan denganntujuan tertentu. Subjek,eobjek dannpesan 
dalamnliteratur ilmundakwah ialah rukunndakwah. 
Komunikasi ialah prosesepenyampaian pesan dalam 
bentuk symboleatau kodeedari suatu pihakekepada 
pihak lainnya denganeefek untukemengubah sikapedan 
tindakan. Proses tersebut akan dilaksanakan oleh 
seorang komunikatornsebagai penyampaian pesanndan 
komunikanesebagai penerimanpesan, lewat media 
tertentu.  
Sebagai sebuah strategiekomunikasi untuk 
perubahan sosial danepembangunan membutuhkan 
langkah-langkah oprasional dalam penerapannya. 
Langkah tersebut ditempuhndengan mengkaitkan 
berbagai pihak yang berkompeten dan berkepentingan 
(steakholders) maka semua programipembangunan 
dapat berjalannbersadarkan tujuan. Oleh sebab itu 
dibutuhkan tenaga-tenaga terampilndan professional 
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Dakwahntermasuk pada tindakannkomunikasi, 
meskipun tidakesetiap kegiatan komunikasieadalah 
dakwah. Dakwaheadalah seruan,eatau ajakaneberbuat 
kebajikan untuk mentaatieperintah dan menjauhi 
larangan AllaheSWT daneMuhammad Rasulullah 
SAW, sebagaimana yang terdapat adalam Al-Qur’an 
dan Al-Hadist. Secara epistemologis, dakwah adalah 
merupakan upaya penyampaian pesan yang dilakukan 
oleh seorang da’i kepada masyarakat (mad’u), sehingga 
berlangsung hubungan komunikasi antara da’i dan 
mad’u yang bersifat informatif, komunikatif, persuasif. 
Artinya dakwah tidak hanya bertujuan agar orang lain 
tahu dan mengerti tetapi juga berharap agar orang lain 
menerima suatu paham, keyakinan atau melakukan 
sesuatu perbuatan tertentu. 
124
 
Pesan komunikasi dalam kegiatan dakwah 
sudah jelas merupakan ajaran Islam, baik berupa 
akidah, ibadah, mu’amalah, dan akhlaq yang diajarkan 
Alloh dalam Alqur’an melalui Rasul-Nya. Ajaran 
tersebut tidak hanya terbatas teori saja, melainkan juga 
berupa perbuatan para juru dakwah sendiri (dalam 
mengamalkan ajaran Islam), sehingga dikenal pula 
dalam pelaksanaan dakwahnya jenis dakwah bil hal. 
Karena itu pula juru dakwah itu sendiri bisa dianggap 
sebagai pesan atau materi dakwah yang harus 




3. Tugas, Fungsi Dan PeranPemerintah Dalam 
Pemberdayaan 
a. Pengertian Pemerintahan 
Definisi pemerintahan menurut Sri Sumantri
126
 
adalah kata pemerintahan berasal dari kata “perintah”. 
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Makna pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi 
eksekutif, yang menurut UUD 1945 adalah Presiden 
dengan pembantu-pembantunya.Menurut S. Pamudji, 
Pemerintahan (dalam arti luas) adalah perbuatan 
pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka 
mencapai tujuan pemerintahan negara/tujuan nasional. 
Pemerintahannadalah suatu organisasimyang 
terdirimdari sekumpulannorang-orang yangnmengelola 
kewenangan-kewenangan mengurusmmasalah 
kenegaraan dan kesejahteraanmrakyat dan melaksanakan 
kepemimpinan danekoordinasi pemerintahanemeliputi 




Pemerintah adalah sebagai aktor dominan bahkan 
aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Peranan masyarakat terbatas sebagai kelompok sasaran 
dalam pelaksanaan kebijakan, bahkan partisipasi 
masyarakat dimaknai secara sempit hanya sebagai 
formalitas dalam mendukung legitimasi kebijakan yang 
dibuat.  Masyarakat sebagai suatu gabungan  dari sistem 
sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti 
keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan
128
. 
Istilah “Pemerintah Daerah”dipergunakan untuk 
menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintah 
pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. 
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, 
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
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b. Tugasidan FungsiiPemerintah 
Tugasepemerintahan ialah untuknmelayani 
danmmengatur warga negara. Tugas-tugas pokok 
tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu 
130
: pelayanan(service), pemberdayaan (empowerment), 
pembangunan (development). Salah satu tugas sebagai 
penyelenggara program pemberdayaan adalah 
pemerintah, yang dalam otonomi daerah sekarang ini 
memiliki interaksi dengan masyarakat sudah lebih dekat, 
dimana pemerintah sekarang haruslah lebih aktif dalam 
melibatkan masyarakat dalam sebuah manajemen, 
termasuk dalam manajemen yang melakukan 
pemberdayaan masyarakat.  
Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan 
mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih 
menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, 
mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan 
kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih 
menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi 
jabatan birokrasi. Tugas-tugas pokok tersebut dapat 




1. Pelayanan (service), sebagai provider jasa publik 
yang baik di privatisasikan dan layanan civil termasuk 
layanan birokrasi. Pemerintah yang bertindak 
sebagaimana seorang pelayan yang melayani 
konsumennya, dalam hal ini masyarakatnya  
haruslah dengan tulus dan ikhlas. 
2. Pemberdayaan (empeworment), sebagai penyeleng-
gara program pemberdayaan masyarakat. Peme-
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rintah dalam otonomi daerah sekarang ini memiliki 
interaksi dengan masyarakat sudah lebih dekat, 
dimana pemerintah sekarang haruslah lebih aktif 
dalam melibatkan masyarakat dalam sebuah 
manajemen, baik dalam manajemen yang melakukan 
pemberdayaan masyarakat. 
3. Pembangunan (development), sebagai penyelenggara 
pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan 
sosial masyarakat. Dalam melakukan sebuah 
pembangunan, pemerintah haruslah mempertim-
bangkan beberapa hal yang paling signifikan guna 
pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat dan 
untuk kepentingan orang banyak. Pembangunan 
sangatlah perlu dalam sebuah pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat. Sehingga pada intinya 
tugas pemerintah tersebut diatas saling 
mempengaruhi satu sama lain. 
Darimuraian diatasmdapat disimpulkanmbahwa 
suatu pemerintahan yangnbaik memiliki tugas 
dannfungsi yang harus dijalankan sebaik-baiknya oleh 
pemerintah selaku pelaksana dari sebuah pemerintahan 
di setiap negara, ketiga fungsi pemerintahan tersebut 
memiliki pengaruh yang besar dalam rangka pencapaian 
tujuan suatu negara di antaranya bahwa pelayanan akan 
membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan 
akan mendorong kemandirian masyarakat dan 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam 
masyarakat. 
Secara normatif, dari sisi yang lebih teknis tujuan 
utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga 
suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa 
menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah di 
bentuk untuk melayani atau sebagai pelayanan 
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Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan 
mencakup tujuh bidang pelayanan sebagai berikut: 
133
 
menjamin keamanan negara, memelihara ketertiban, 
menjamin perlakukan yang adil, melakukan pekerjaan 
umum dan memberi pelayanan, meningkatkan 
kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi, 
menerapkan kebijakan memelihara sumber daya alam 
dan lingkungan hidup.  
Islam sejatinya adalah “pelayanan” utama 
pemerintahan hal ini disebut dengan amar ma’ruf, karena 
pelayanan itu positif sifatnya maka harus ditunjukkan 
kepada masyarakat yang baik dan benar yang secara 
matematis disebut positif pula, dengan demikian secara 
filosofis positif dikalikan positif melahirkan hal yang 
positif.
134
 Ada tiga konsep utama yang dianjurkan Al-
Qur’an terhadap ilmu pemerintahan yaitu: yang pertama 
konsep keseimbangan, yang kedua konsep pertanggung-
jawaban, dan yang ketiga konsep kepemimpinan.  
Untuk membangun tata pemerintahan yang baik 
menurut konsepsi Islam adalah sebagai berikut:
135
 
1. Menegakkan keadilan (equality); 
2. Partisipasi masyarakat (participation); 
3. Tegaknya supremasi hukum (rule of law); 
4. Transparancy (transparency); 
5. Efektifitas dan efsiensi (effectivennes and 
efficiency); 
6. Akuntabilitas (accountability); 
7. Visi strategis (strategic vision). 
Tata kelola pemerintahan (good governance) 
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan 
atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, 
mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk 
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mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas 
pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga 
menyangkut semua lembaga, baik pemerintah maupun 
non pemerintah. 
 
c. Peran Pemerintah  
Menurut Kansil (2000), terdapat empat 
peranmyang bisa diambilnoleh pemerintahndaerah dalam 
manajemennpembangunan daerahmnyaitu sebagai 




1. Entrepreneur.mnDengan perannyamnsebagai 
entrepreuner, pemerintahedaerah bertanggung jawab 
dalam melaksanakan usaha bisnis. Pemerintah daerah 
dapat meningkatkan suatu usaha sendirin(BUMD). 
Aset-aset pemerintah daerah harus bisa dikelola 
dengan baikisehingga ekonomiimenguntungkan. 
2.  Coordinator. Pemerintah daerah dapat bertindak 
sebagai coordinatornuntuk menentukan kebijakan 
atau menyarankan strategi-strategi bagi pemba-
ngunan di daerah itu. Perluasanedari peran tersebut 
dalamnpembangunan ekonominbisa melibatkan 
kelompok-kelompok masyarakat dalam proses 
pengumpulan dan pengevaluasian informasi eko-
nomi, contohnya adalah tingkat kesempatan kerja, 
tingkatnpendidikan, tingkatnkesehatan dan lainnya. 
Dalam perannya sebagai coordinator peme-
rintahidaerah dapat juganmelibatkan lembaga-
lembaga pemerintah lain, dunia usaha, dan 
masyarakat dalammpenyusunan sasaran-sasaran 
ekonomi,nrencana-rencana dan strategi-strategi. 
Pendekatannini sangatipotensial dalam menjaga 
konsisten pembangunanedaerah dengan nasional 
pusatndan menjamin bahwa perekonomian daerah 
akan mendapat manfaat yang maksimum 
daripadanya. 
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3. Fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat 
pembangunan melalui perbaikan lingkungan 
attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di 
daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses 
pembangunan dan prosedur perencanaan serta 
pengaturan penetapan (zoning) yang lebih baik. 
4. Stimulator. Pemerintah daerah dapat menstimulasi 
penciptaan dan pengembangan usaha melalui 
tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi 
perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah 
tersebut agar perusahaan yang ada tetap di daerah 
tersebut. 
Peranan pemerintahmdalam menciptakan kebija-
kan dan programepemberdayaan masyarakat sangat 
menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan 
masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat memer-
lukan strategiiimplementasi dengan langkah nyata 
supaya berhasilimencapai sasaranidan tujuannya.i 
Pelaksanaannpemberdayaan masyarakatnperlu 
diposisikan padaearah yangebenar, yakni ditunjukkan 
padaepeningkatan kapasitas masyarakatm(capacity 
building) yangmmemberikan jalan dan pengembangan 
ekonominrakyat melewati pengembangannekonomi, 
mempererat kapasitas sumber daya manusia, mening-
katkan sarana danmnprasarana (infrastructure) dan 
iteknologi, peningkatan kelembagaan pembangunan 




Peranan pemerintahan dalam kehidupan 
bermasyarakat telah mendunia secara signifikan selama 
sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam 
menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga 
perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan 
serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian 
menjamin keamanan kehidupan sosial. 
138
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d. Organisasi dan Pembagian Kerja  
Organisasi adalah sebagai alat saling hubungan 
satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada 
orang-orang yang ditempatkan dalam struktur 
kewenangan
139
. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat 
dikoordinasikan oleh perintah atasan kepada bawahan 




Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
keberadaan birokrasi yang profesional menempati posisi 
sentral dan strategis untuk mewujudkan pemerintahan 
yang baik, bersih dan melayani, efektif dan efisien, 
terbuka untuk dikontrol dan dikoreksi oleh masyarakat.  
Dari tujuan dibentuknya pemerintahan kemudian 
dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi pemerintahan 
dalam bentuk rincian kegiatan dan sejumlah parameter 
atau ukuran keberhasilan kinerjanya. 
141
 
Menurut Suradinata (1997) dalam waluyo (2007), 
prinsip-prinsp umum dalam manajemen pemerintahan 
yaitu sebagai berikut
142
: pembagian kerja, kewenangan 
dan tanggung jawab yang jelas, mekanisme kerja yang 
jelas, penghargaan setiap anggota, etos kerja yang tinggi, 
penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan 
fisik. 
Pembagian kerja adalah suatu aktivitas yang 
dilakukan oleh manajer untuk memberikan fungsi atau 
kewenangan kepada semua anggota organisasi dalam 
setiap unit kerja sehingga memiliki kejelasan tugas yang 
akan dikerjakan dan jalur pertanggungjawabannya 
                                                          
139
 Sutarto, Dasar-dasar organisasi, Gajahmada University Press, 
Yogyakarta, 1995 
140
 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Radnya Indria, 
Yogyakarta, 1970 
141
 Zaidan Nawawi, op.cit. h. 25 
142
 Waluyo, Manajemen publik, konsep, aplikasi dan implementasi dalam 









4. Proses Penyusunan Dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) 
Perencanaaneadalah sebuah proses 
pengambilannkeputusan yang berdasarkannfakta, tentang 
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi 
terwujudnya tujuannyang diharapkannatau yang 
dikehendaki.nPerencanaan adalah suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui 




Perencanaan pembangunan menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai 
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 
tepat, melalui urutan yang tepat, melalui urutan pilihan, 




Definisi tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan saat ini 
seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berlaku pula 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah. 
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017, yang dimaksud dengan pembangunan 
daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
146
.  
Sedangkan perencanaan pembangunan daerah 
diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang 
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada 
dalam jangka waktu tertentu di daerah. 
Untuk menunjang perencanaan pembangunan 
yang berkelanjutan di daerah maka keberadaan RPJPD 
menjadi sangat penting sebagai acuan atau grand design 
pembangunan daerah untuk jangka panjang (20 tahun). 
Pada saat ini pemilihan kepala daerah disertai dengan 
penyampaian konsep visi dan misi calon kepala daerah 
dimana konsep tersebut nantinya akan menjadi acuan 
dalam pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 
tahun. Visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut 
dituangkan dalam RPJMD sehingga bisa dikatakan 
bahwa RPJMD merupakan visi dan misi kepala daerah 
terpilih.  
Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) 
yangnmerupakan perencanaanetahunan daerahiadalah 
penjabaranidari RPJMidaerah dan memuatirancangan 
struktur ekonomiidaerah, prioritasipembangunan daerah, 
rencana kerja, danmpendanaannya, baikmyang dilakukan 
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4. Teori Strategi. 
a. Pengertianistrategi 
Strategi:mrancana jangkanpanjang, diikuti 
tindakan yang ditujukannuntuk meraih tujuanntertentu, 
yang umumnya ialah “kemenangan”. Asalekata strategi 
turunan dariekata dalamebahasa Yunani,estrategos.
148
 
Strategi:erancana yangedisatukan, luasedan 
berintegrasi yang menghubungkanekeunggulan strategi 
perusahaan denganntantangan lingkungan, dirancang 
untuk memastikanmtujuan utama atas perusahaanndapat 
dicapaimmelalui pelaksanaanmyang tepatmoleh 
organisasii(Glueck daniJauch). 
Pengertianestrategi secaraeumum, strategi: 
prosesepenentuan rencananpemimpin puncaknberfokus 
padantujuan jangkanpanjang organisasi, beserta 
penyusunanncara/upaya bagaimananagar tujuan 
dapatedicapai. Strategi:eproses yangimenentukan 
adanyaiperencanaan terhadapntop manajernyang 
terarahnpada tujuan jangkanpanjang perusahaan, disertai 
penyusunan usaha supaya mampu meraih tujuaniyang 
diinginkan. 
Strategi merupakan alat untuk mencapai 
tujuan.
149
 Dalam peningkatannya konsep mengenai 
strategi selalu berkembang. Menurut Chandlerm(1962), 
strategi merupakan alatnuntuk meraih tujuaneperusahaan 
dalam hubungannya pada tujuan jangkaepanjang, 
program tindak lanjut,iserta prioritas alokasi sumber 
daya. 
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Argyrisn(1985), Mintzbergn(1979), Steinerndan 
Miner (1997), strateginmerupakan responnsecara 
terusmmenerus maupunnadaftif pada kesempatan dan 
ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahaniinternal 
yangidapat mempengaruhi organisasi. 
Porteru(1985), strategieadalah alateyang 
sangatepenting guna mencapaiekeunggulanibersaing. 
Strategi manajemen meliputi strategi yang 




Strategi merupakan alat untuk menciptakan 
keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus 
strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus 
ada atau tidak ada. (Learned, Christensen, Andrewws, 
dan Guth (1965).  
 
b. Strategi dakwah  
Praktek dakwaheyang selamaeini dilakukan 
stagnan danihanya berkutatipada dakwahibil lisan 
(dakwahiucapan), oleh sebab itu, da’i perlu 
melaksanakan “rekonseptualisme”  dakwah.nDakwah 
tidak harusndipahami “proses penyampaian Islam (ayat 
quraniah) secara lisan kepada manusia”, terlebih 
mengajaknumat nonnmuslim masuk Islame(Islamisasi). 
Sudah harusedisosialisasikan jika dakwaheadalah 
“pengembangan sikap dan tindakan nyata bagi 
kesejahteraan umat”, yangeberakar terhadap budaya 
unggul Islam dan peradabanimanusia. 
151
 
Dakwahidengan metodeipendekatan kolektifiatau 
dakwah bil hal sepertimlewat pendidikanmdan 
penguatanmkarakter umatmbegitu dibutuhkanndan 
sangat futuristik. Rekonseptualisasi pemahanan dakwah 
dari “ucapan” ke “ tindakan”membutuhkanefundamen 
pikiran kuatedan sosialisasieberkesinambungan. Pada 
prakteknyanmengacu pendapatiedukator Prof. Ahmad 
Tafsir, tahapan-tahapaniberikut harus dilaksanakan: 
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pertamanketeladanan da’i, keduanpembiasaan dalam 
melakukannamal baik,nketiga, bila perlummelakukan 
tindakan hukuman.i 
Strategi dakwah merupakan cara atau metode 
yang efektif mengajak manusia kepada (ajaran) Alloh 
sehingga terealisasilah kehendak-kehendak-Nya di muka 
bumi. Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan 
(planning) dan management untuk mencapai suatu tujuan 
dakwah. 
152
 Strategiedakwah sangat penting,nstrategi 
dakwaheharus halus sedemikianerupa sehinggaeda’i 
sebagai pelaksana dapatnsegera mengadakannperubahan 
jika terdapat suatuefaktor yang mempengaruhi. Sebuah 
pengaruheyang mengganggu prosesedakwah dapat 
datangnsewaktu-waktu, oleh sebab itu membutuhkan 
suatu strategi yang tepat untuk menghadapinya. 
Metodendakwah harusnbertitik tolakndari teori 
supply and demand. Teori tersebut padaeawalnya ialah 
teorinekonomi, tetapi prinsipnyaedapat diterapkanedalam 
kegiatanedakwah. Dakwaheharus bertitiketolak dari 
kebutuhanemasyarakat ataueaudience, sehingga 
dakwahemenjadi semakin fungsioanl. Untukedapat 
menerapkaneteori atau konsepetersebut, jadi dibutuhkan 
terlebihedahulu menyusunepeta dakwah. Petaedakwah 
ialah usaha menggambarkanesecara naratif mengenai 
kemampuan suatuemasyarakat, baikesumber daya 
manusia (SDM),esumber dayaealam (SDA), maupun 
sumber dayaebuatan (SDB). 
153
 
Pada masyarakat pedesaan biasanya golongan 
orang-orang tua memegang peranan penting. Orang 
selalu meminta nasehat kepada mereka apabila ada 
kesulitan-kesulian yang dihadapi. Nimpoeno (1992) 
menyatakan bahwa di daerah pedesaan kekuasaan-
kekuasaan pada umumnya terpusat pada individu 
seorang kiai, ajengan, lurah dan sebagainya. Sedangkan 
pada masyarakat perkotaan, dakwah kontemporer dengan 
cara menggunakan teknologi modern sangat sesuai 
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dilakukan di lingkungan masyarakat kotaiatau 
masyarakat yang mempunyai latarnbelakang 
pendidikannmenengah keatas. Materi dakwahepada 
masyarakat perkotaan adaedua jenis yakni tekstualedan 
konstektual. Dakwahetekstual ialah metodendakwah 
yang dalam menyampaikan materi dakwahnya 
berdasarkan teksiAl-Qur’an daniAl Hadis. Sedangkan 
dakwah konstektualnialah metodeedakwah yang 
dilakukan dengan caraememperhatikan halndiluar 
konteksnaslinya. Denganiharapan supaya dakwah 
lebihiditerima olehimasyarakat. 
Masalah strategi ditentukan oleh kondisi objektif 
komunikan dan keadaan lingkungan pada saat proses 
komunikasi tersebut berlangsung. Dalam kegiatan 
dakwah, maka hal-hal yang mempengaruhi sampainya 
pesan dakwah ditentukan oleh kondisi objektif, objek 
dakwah,ndan keadaan lingkungannya.mDengan 
demikian, makanstrategi dakwahnyang tepatnditentukan 
olehndua faktor, yakni antaraidesa danikota tentu 
berbeda metodeipenyampaian pesannyang digunakan. 
Demikian juga antaranpetani,npegawai, mahasiswa, 
sarjana, anak-anak,nremaja, dewasa, orangntua, wanita, 
buruh, orangnmiskin dan orangnkaya dannsebagainya. 
Adanya masalahnisi ataunsubstansi pesannditentukan 
pada seberapanjauh relevansieatau kesesuaianeisi pesan 
tersebut dalam keadaan subjektif komunikannyaitu 
“need” (kebutuhan) atau permasalahannmereka. Dakwah 
perlu dipahami kebutuhaneapa yang merekaerasakan, 




Objek dakwah juga bisa dibedakan berdasarkan 
profesi, seperti nelayan, petani, pegawai, buruh, 
karyawan dan sebagainya. Setiap profesi memiliki 
karakter yang berbeda, baik pola pemikirannya, 
budayanya, tradisinya, orientasinya serta dinamikannya. 
Pembagian objek dakwah berdasar pada profesi 
diperlukan untuk dapat mengenali mereka secara 
seksama dan selanjutnya agar penyampaian materi atau 
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pesan dakwah sesuai dengan kebutuhan mereka.
155
 
Dakwah Islam dilakukan kepada masyarakat. Selain da’i 
harus memahami karakter dari setiap individu dan 
kelompok yang menjadi objek dakwahnya, da’i juga 
perlu memahami masyarakat yang menjadi tempat objek 
dakwah bersosialisasi.  
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa dasar dakwah 
yang paling paling dalam masyarakat ialah contoh, 
teladan, yang ditunjukkan oleh yang berkuasa kepada 
yang di kuasai. Dengan demikian yang lemah mengambil 
contoh kepada yang kuat. Orang yang dibelakang 
mengikut kepada orang yang dihadapannya. Maka yang 
sangat dipentingkan sekali ialah orang-orang yang 
memegang kekuasaan itu, orang yang dapat dicontoh 
perbuatannya, bukan percakapannya. Orang yang lemah 
hatinya memang suka mencotoh kepada yang kuat, 
padahal kalau kekuasaan itu salah memakainya, gagallah 
dakwah itu.
156
 Strategi dakwah ialah suatuikesatuan 
rencanaiyang menyeluruh, komprehensif,edan terpadu 





Secarangaris besar terdapat 3 (tiga)nstrategi utama 




1. Strategirtradisional; ialah masyarakatididorong 
untukimemahami permasalahandan kebutuhanedan 
memiliki kebebasanemembuat pilihannpaling baik. 
Dalam hal inintidak adanya orang laineyang 
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mencampuri masyarakat dalam penentuan 
keputusan.  
2. Strategiedirect action; ialah strateginini memerlukan 
dominasi kepentinganiyang dihormatiisemua orang 
yangnterlibat, dilihat dariisudut perubahaniyang 
mungkiniterjadi. 
3. Strategi transformative; ialah strategi ini menunjuk- 
kan bahwa pendidikannmassa pada jangka panjang 
dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentigan 
diriisendiri. 
Hal-haliyang harusidiperhatikan pada pemilihan 
strategi dalam pemberdayaanimasyarakat antarailain
159
: 
1. Acceptable, dimana masyarakat tidak sulit untuk 
mendayagunakanesertaemenerima strategi tersebut. 
2. Accuntable, dimana masyarakat dapat nmengelola 
secara trnasparanidan bisaidipertanggungjawabkan. 
3. Profitable, dimana masyarakat mendapat manfaat 
secara ekonomimdan masyarakatmdididik untuk 
dapat melakukan pengelolaan kegiatan secara 
ekonomis 
4. Sustainable, dimana masyarakat dapat melestarikan 
hasil pemberdayaanmmasyarakat. Pencapaian dila-
kukan terhadap pemupukannmodal serta pem-
bentukan lembagankeuangan di masyarakat.i 
5. Replicable, dimana prosesmdan hasil pemberdayaan 
yang diterapkanmdapat dengan mudah di imple-
mentasikan dalam lingkup masyarakat yangiluas. 
 
Penerapanmmanajemen strategimdi sector publik 
berdasar pertimbangan pentingnya monitoring 
(pemantauan) terhadapeefisiensi dannefektifitas sector 
publik (termasuknpelayanan publik).nDalam manajemen 
strategi, alokasi sumber dayammanusia, delegasi 
manajemen, monitoring dannpengukuran kinerja dapat 
dicermati sehinggaemasyarakat dapatememastikan 
bahwa kinerja sektorepublik ialah akuntabel. Empat 
                                                          
159








1. Perhatianipada jangkaipanjang. 
2. Pengintegrasian tujuan danisasaran dalamihirarki 
yang jelas. 
3. Kesadaran bahwa manajemen strategi dan perenca-
naan strategi memerlukan kedisiplinan dan komitmen 
untuk dapat dilaksanakan dan bukan self imple-
menting. 
4. Perspektifieksternal tidakidiartikan sebagaiiadaptasi 
total terhadap lingkungan,mtetapi merupakan 
antisipasi terhadapmperubahan lingkungan (Bozemen 
dan Straussman, dalam Hughes 1998, hlm 159-160). 
Berdasarkan telaah teori diatas dan hasil 
pengunpulan data di lapangan, maka strategi pember-
dayaan khatib yang penulis pilih adalah  menggunakan 
analisa SWOT. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) merupakan proses analisis dan 
pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan 4 
(empat) aspek tersebut. Kekuatan dan kelemahan 
merupakan aspek yang berkaitan dengan lingkungan 
internal sedangkan peluang dan ancaman adalah 
berkaitan dengan lingkungan eksternal, berfungsi untuk 
mengingatkan para pembuat keputusan akan berbagai 
kemungkinan yang akan dihadapi. 
AnalisisnSWOT merupakannkerangka pilihan 
bagi banyak manajermselama periodemwaktu yang 
panjang, dikarenakan kesederhanaan dan kemampuan 
untuknmenggambarkan esensindari formulasinstrategi 




Aplikasi untuk menentukan strategi utama berda-
sarkan konsep FrednR.nDavid
162
 dalam Sedarmayanti 
(2014), dilakukan melalui pemakaian beberapa matriks 
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dengan tiga tahapan pelaksanaan, Tahap 1, The Input 
Stage (tahap masukan) yaitu menggunakan dua teknik 
formulasi strategi EFE dan IFE. Tahap 2 The Matcing 
stage (tahap pencocokan) yaitu dilakukan identifikasi 
hanya dengan menggunakan matriks SWOTS (Strengths, 
Weaknesses,nOpportunities, Threats}. Tahap 3. Decision 
Stage (tahap kelanjutan) yaitu menetapkan strategi 
alternatif yang diprioritaskan.  
 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelusuran terhadap studi terdahulu yang relevan 
dengan Pemberdayaan Khatibdalam Pembangunan Daerah 
Provinsi Lampung: di Kota Metro dan Lampung Timur yang 
dikaji dalam perspektif Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam, 
dimana selama ini ternyata belum ada yang melakukannya. 
Namun terdapat beberapa studi terkait, diantaranya: ”Strategi 
Pembangunan Daerah” yang fokus pembahasannya mengenai 
manajemen publik dan manajemen pemerintahan. Pemba-
hasannya lebih rinci pada manajemen pembangunan daerah dan 
pembangunan desa. Dengan mamahami isi dan konsep-konsep 
penting hasil studi ini, diharapkan para pembaca terbantu untuk 
memahami dan menyusun strategi pembangunan daerah yang 
utuh, menyeluruh dan terencana tanpa mengabaikan terhadap 
karakteristik masing-masing daerah.  
Selain itu, menarik untuk dijadikan rujukan dalam studi 
ini, yaitu buku Sosiologi Dakwah, karya Acep Aripudin, yang 
bertugas sebagai Dosen Studi Dakwah & Pengembangan 
Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam buku itu dinyatakan 
“Islam kemudian menjadi sahabat kebudayaan yang secara 
bersama-sama menghadapi masyarakat nusantara, dan 
membawanya pada pola-pola kehidupan baru yang disepakati. 
Transformasi budaya berlangsung melalui saluran-saluran 
akulturasi antara Islam dengan kebudayaan setempat. Nilai-nilai 
ajaran yang menjadi muatan utama Islam hadir menjadi warna 
baru kebudayaan nusantara. Demikian pula sebaliknya, wujud 
kebudayaan lama menyatu dalam ikatan kultural sehingga 
memberikan jalan keluar bagi usaha memperlancar proses 
dakwah. Hingga saat ini produk akulturasi itu masih terlihat 





Selanjutnya menarik dicermati juga, pernyataan beliau: 
”Keanekaragamannmasyarakat dalamnscope lebihnmakro 
jugantidak dapat dikesampingkanepengaruhnya terhadapecara 
danetopik materialidakwah yang harusndiperhatikan 
da’i,ntermasuk dalamnperhatian tersebut adalah isu-isu 
kontemporer berhubungan denganmdakwah. Semangatmdakwah 
melalui pendidikaneunggul belumemenyentuh realitahidup 
umateIslam, padahal statistikeumat Islam menunjukkan 
mayoritas”. Dakwahibelum terwujut dari tataranipraktis-empiris 
dalamikarya faktual.i 
Banyak teori, definisi dan konsep pemberdayaan yang 
dapat digunakan dari karya ilmiah tentang Pemberdayaan 
dirumuskan pakar: Pemberdayaan adalah kata yang telah 
digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya 
kehilangan arti substantifnya. Ia merupakan pusat dari gagasan-
gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan 
memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu 
proses pemberdayaan. Meskipun demikian, suatu definisi kerja 
yang sederhana akan mencukupi, yaitu: pem-berdayaan 
bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang 
dirugikan. 
Jikandikaji dari perspektifmpluralis, konsep 
pemberdayaan didefinisikanesebagai sebuah proses membantu 
kelompokeatau individueyang dirugikanmuntuk berselisih se-
caranlebih efektifndengan kepentingan-kepentinganelain, 
dengan membantu untukbelajar dan menggunakan keterampilan-
keterampilanedalam melobi, menggunakanemedia, melakukan 
aksiepolitik, memahamiebagaimana ‘memanfaatkanisistem’ dan 
lainnya.   
Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero: “Pemberdayaan 
melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya 
perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan 
kekuasaan yang efektif. Bagaimana ini diterapkan bergantung 
pada pemahaman kita tentang kekuasaan dalam proses politik 
(pluralis, elite, struktural atau post-struktural). Tetapi ia 
menekankan pendekatan aktivis, dan berupaya untuk 
memungkinkan masyarakat meningkatkan kekuasaannya 
melalui sebentuk aksi langsung (dan sering kali kolektif), atau 






Studi pemberdayaan dalam perspektif sosiologi 
dilakukan juga oleh Isbandi Rukuminto Adi, yang berjudul 
”IntervensiiKomunitasiPengembangan Masyarakatmsebagai 
upayamPemberdayaanmMasyarakat”, menggunakan beberapa 
teori yang dinyatakan dalam studi itu, diantaranya tentang 
Pengembangan Masyarakat Islam yang mengkaji ‘Pengaruh 
Globalisasi Budaya’ sudah ada yang membahas, diantara 
beberapa penelitian tersebut yaitu: 
1. Beberapa studi tentang pemberdayaan masyarakat berbasis 
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) telah diterbitkan 
menjadi buku yang berjudul PemberdayaaniDa’i 
dalamiMasyarakatiLokal, (StudiiKasus diiDuaiDesa 
TertinggaleKabupaten LampungeSelatan), pada tahuni2009. 
Dalam studi itu dijelaskan ‘Model Pemberdayaan pada 
komunitas lokal’. 
Temuan hasil studi menjelaskan. Pertama, perkembangan 
masyarakat beragama semakin dinamis. Peran da’i sebagai 
penyuluh agama maupun pemimpin masyarakat cukup besar 
dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Meski diakui, dalam 
pelaksanaan tugas di lapangan terdapat beragam hambatan 
dan tantangan yang dihadapi. Perilaku keagamaan, 
pendidikan, ekonomi keluarga, dan pengalaman berdakwah 
ternyata beragam.  Kedua,  kemampuan da’i mengaplikasikan 
strategi, pendekatan, dan metode yang tepat dengan sasaran 
dakwah relatif rendah dan umumnya masih konvensional. 
Lemahnya koordinasi dan belum dipahaminya aspek 
manajemen dakwah dikalangan mereka merupakan tantangan 
yang perlu dicarikan solusi. Terlebih lagi jika dihubungkan 
dengan aspek nilai, norma sosial, ekonomi, dan budaya 
masyarakat lokal. Rendahnya dukungan pamong desa 
terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Da’i 
berpengaruh terhadap kurang harmonisnya hubungan ulama 
dan umara. Sarana dan prasarana dakwah yang diperlukan 
Dai untuk pengembangan masyarakat lokal merupakan 
kebutuhan yang mendesak. Dengan segala keterbatasan yang 
dimiliki dan belum adanya jaringan kerja (networking) 
diantara mereka dan dengan lembaga atau organisasi dakwah 
di luar desa merupakan kendala tersendiri yang tidak mudah 




lokal dapat dilakukan melalui program dakwahyang 
dirancang dan dilaksanakan para Da’i setempat, terutama di 
daerah pedesaan.   
2. Penelusuran studi ilmiah berikutnya berjudul “Pemberdayaan 
Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Resolusi Konflik, tahun 
2014.  Studi inimenjelaskan: Pertama, keberadaan penyuluh 
agama diakui pemerintah dan masyarakat sejak tiga dekade 
yang lalu, namun secara kuantitas, kualitas dan potensi 
akademik mereka yang ada di daerah selama ini belum 
diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan secara 
terprogram dan berkelanjutan, terutama untuk mengelola 
resolusi konflik dalam upaya peningkatan kerukunan umat 
beragama. Kedua, penyuluh agama berperan penting dan 
dapat memberi kontribusi bagi upaya peningkatan pembinaan 
kerukunan umat beragama (intern umat beragama; antar umat 
beragama; dan antara umat beragama dengan pemerintah) 
serta pembangunan masyarakat di daerah. Indikasinya, 
adanya aktivitas penyuluh agama dalam peningkatan 
pembinaan kerukunan umat beragama sesuai tugas dan 
fungsinya yang terjadwal (rapat-rapat koordinasi), adanya 
materi penyuluhan, ketepatan penerapan metode pembinaan 
kerukunan umat beragama, dannbanyaknya 
jumlahnkehadiran paramjama’ah sebagai kelompokesasaran 
penyuluhan dan pembinaan. Ketiga, pola pemberdayaan 
penyuluh agama yang telah dilaksanakan selama ini berupa 
implementasi kebijakan yang standar bagi yang berstatus 
sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau 
penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat 
melalui bahasa agama yang dirancang secara konsisten serta 
berguna bagi berbagai kelompok sasaran binaannya di 
daerah. Berbeda bagi Penyuluh Agama Honorer (PAH), tugas 
pokoknya melakukan dan mengembangkan kegiatan 
bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui 
bahasa agama.Keempat,faktor-faktor yang mendukung 
penyuluh agama dalam pengelolaan konflik guna 
peningkatan kerukunan umat beragama, terutama dan tampak 
nyata bagi mereka yang berstatus pegawai negeri dan sedikit 




sikap keterbukaan, kerjasama dan toleransi; mendapat 
penghasilan; dan memiliki kompetensi yang relatif memadai 
dan sesuai dengan kondisi masyarakat. 
Temuan penelitian menjelaskanfaktor-faktor penghambat 
yang berpengaruh terhadap peningkatan pembinaan 
kerukunan umat beragama tampak pada rendahnya 
penghasilan dan fasilitas tenaga penyuluh guna pemenuhan 
kebutuhan keluarga yang diperoleh dari pekerjaan itu; 
kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan 
resolusi konflik dan kerukunan umat ber-agama dikarenakan 
belum dilakukannya pelatihan tentang resolusi konflik 
keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan dari pihak 
pejabat agama Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. 
Persoalan lain, tidak adanya fasilitas kendaraan, sementara 
daerah kerja banyak yang sulit dijangkau. Sementara dari 
aspek kelompok masyarakat sasaran: masih relatif rendahnya 
pendidikan dan pengetahuan keagamaan, kurangnya 
kemampuan pengelolaan kelembagaan agama yang ada di 
masyarakat. 
3. Studi pembangunan masyarakat tentunya berintikan kajian 
tentang“Etika Pembangunan” yang berisikan pembahasan 
mengenai teori dan konsep etika; etika pembangunan; 
pembangunan, kebebasan, hak asasi manusia; pembangunan 
dan keadilan; pembangunan tanpa pilar etika; krisis 
pembangunan: kasus Indonesia; yang kesemuanya itu tidak 
terlepas dari etikaepembangunansendirieyang tidakelagi 
hanyaediukur sebatasepada pertumbuhaneekonomi dan 
kemakmuran, tetapinjuga setiapnkebijakan dipersoalkannagar 
dapatmembangun etikaglobal. Budi Winarno, dalam 
bukunyapersoalan pembangunan tidak lagi hanya diukur 
sebatas pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran. 
Tegasnya, penggunaan perspektif etika sebagai nilai yang 
utama dan pertama untuk dikedepankan dalam menjelaskan 
pemaknaan pembangunan, yang secara utilitarianisme   
berarti: berguna, berfaedah dan menguntungkan.  
 
4. Pendekatan etika pembangunan dapat menilai baik atau 
tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi 
kegunaan atau faedah yang didatangkannya. Paham etis yang 




menguntungkan. Dan sebaliknya, yang jahat atau buruk 
adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah, merugikan. 
Buku ini memberikan kontribusi bagi pemikiran baru yang 
jauh lebih jernih dan arif dalam melihat persoalan 
pembangunan. Lebih mendasar, buku ini bisa memberikan 
kontribusi bagi para pemikir dan praktisi yang terlibat dalam 
merumuskan kebijakan untuk lebih mendalami etika 
pembangunan. Studi tentang fenomena pembangunan 
masyarakat yang dilakukan oleh Suparjan dan Hempri 
Suyatno, ditulis dalam bentuk buku yang berjudul 
‘Pengembangan Masyarakat: dari Pembangunan sampai 
Pemberdayaan’ menjelaskan ’model pembangunan yang 
berorientasi pada pertumbuhan diakui gagal meskipun 
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi karena model pembangunan ini ternyata tidak mampu 
meningkatkan kemandirian masyarakat bahkan sebaliknya 
mesyarakat menjadi semakin tidak berdaya berhadapan 
dengan kekuatan-kekuatan negara dan kekuatan kapitalis. 
Selain itu studi ini berisi kajian teoritis terkait antara teori-
teori pembangunan dan praktek-praktek pemberdayaan yang 
dikemas dalam program pembangunan masyarakat selama 
ini. Kajian ini tidak hanya berhenti pada pemahaman 
konseptual, tetapi juga diperkaya dengan mengimple-
mentasikan beberapa metode pemberdayaan masyarakat.   
  
5. Pengembangan teori untuk studi ini bersumber dari buku 
Strategi-strategi PembangunanMasyarakatyang diterbitkan 
tahun 2006. Banyak teori tentang pembangunan masyarakat 
yang dapat dirujuk, diantaranya: (a) pendekatan 
pembangunan masyarakat; (b) pengembangan komunitas; (c) 
pembangunan desa terpadu dan implementasinya; (d) 
pengembangan wilayah; (e) pembangunan sosial; dan, (f) 
pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.     
Berdasarkan pada beberapa penelusuran studi yang 
terdahulu dan tinjauan pustaka diatas, diperoleh kejelasan 
bahwa disertasi yang disusun ini memiliki perbedaan dengan 
karya-karya ilmiah para penulis dan penelitiisebelumnya. 
Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian tentang: Pember-
dayaan Khatib Dalam Pembangunan Daerah. Perkembangan 




dinamis di Propinsi Lampung membutuhkan alternatif 
kebijakan pembangunan daerah yang lebih bermartabat, 
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